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Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh Syukri Akub 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikasi disparitas pidana dalam 
perkara tindak pidana korupsi dan penyebab disparitas pidana dalam 
perkara tindak pidana korupsi. 
 
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan hasil 
penelitian yang menunjukkan disparitas pidana dalam perkara tindak 
pidana korupsi  dengan indikasi melalui perbedaan kuantitas  pemidanaan 
untuk perkara yang unsur-unsur dan tingkat keseriusannya dapat 
diperbandingkan, jumlah kerugian negara serta peranan terdakwa dalam 
mewujudkan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian lainnya adalah 
penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yakni 
sistem hukum dan falsafah pemidanaan; disparitas yang bersumber dari 
hakim berupa peran dan kedudukan hakim ataupun integritas dan pribadi 
hakim; serta disparitas yang bersumber dari terdakwa yang terlihat dari 
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A. Latar Belakang 
Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, 
aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk 
penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya 
adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang 
sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. 
Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara 
tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya 
disingkat KUHPIDANA).Di dalam proses penanganan kasus korupsi 
berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses 
penyelesaiannya. 
Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang (selanjutnya 
disingkat UU) No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 
menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna 
penyelesaian secepatnya. 
Menurut Sumarwani (1996:2) titik rawan korupsi antara lain pada 
bidang-bidang sebagai berikut: 
a. Proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat / 
orang banyak, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pembebasan tanah dan padat karya; 
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b. Proyek pembangunan untuk kepentingan  umum,  
misalnyapersiapan lahan transmigrasi, penyaluran dana inpres, 
proyekair bersih air bersih, listrik dan sebagainya;  
c. Pengadaan barang dan jasa, yang barang jauh lebih rendahdari 
standar;  
d. Penyaluran kredit baik kredit likuiditas perbankan maupunkredit 
investasi, kredit modal kerja, kredit eksport, kredit impor,dan 
sebagainya;  
e. Bidang pendapatankeuangan negaraterutamayangberhubungan 
dengan kegiatan pemungutan pajak, retribusi,pembebasan bea 
masuk, PBB, PPN, dan sebagainya;  
f. Bidang perizinan atau pelayanan kepada masyarakat,misalnya: 
SIUPP, SINK, SIM, dan sebagainya;  
g. Bidangkepegawaian,  misalnya penerimaandanpengangkatan 
pegawai baru dan sebagainya. 
Upaya pencapaian dan atau pengamanan hasil pembangunan tidak 
hanya ditentukan oleh tersedianya peraturan perundang-undangan yang 
memadai akan tetapi harus pula dibarengi dengan penegakan hukum 
yang konsisten demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, 
sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut Tap MPR RI)No. 
IV/MPR/1999 Bab. IV Sub A Point 3, antara lain “Menegakkan hukum 
secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan 
keberanian, supremasi hukum, serta menghargai Hak Asasi Manusia”. 
Memperhatikan Tap MPR di atas, maka salah satu aspek hukum 
yang perlu mendapat perhatian adalah penegakan hukum terhadap tindak 
pidana korupsi, mengingat korupsi dewasa ini semakin tinggi intensitasnya 
dan karena itu usaha pencegahan dan pemberantasannya, senantiasa 




Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentu saja diharapkan 
mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum 
masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih 
efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan tidak 
hanya keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya, 
namun juga akan sangat merugikan hajat hidup orang banyak termasuk 
anak cucu kita yang akan datang. 
Salah satu problematika dalam penanganan kasus korupsi adalah 
timbulnya disparitas pidana dalam hal pemidanaannya.Permasalahan 
tersebut sumbernya adalah putusan hakim.Kekuasaan Kehakiman 
sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi 
membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum 
di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen 
dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau 
kekuasaan lain. Tetapi di sisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan 
putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu 
munculnya disparitas pidana itu sendiri. Disparitas Pidana (Disparity of 
Sentencing) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama 
terhadap tindak pidana yang sama (Same Offence) atau terhadap tindak-
tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (Offences 
of Comparable Seriousness). Disparitas pidana dalam tindak pidana 
secara umum, bila dihubungkan dengan teori pemidanaan modern yaitu 
individualisasi pemidanaan sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatuhal 
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yang wajar karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya 
melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain 
yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, 
alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, 
hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain 
sebagainya. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila 
disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. 
(http://library.usu.ac.id, diakses tanggal 17 Oktober 2010) 
Disparitas pidana membawa dampak yang cukup serius bagi 
pelaku sendiri maupun bagi masyarakat luas. Terpidana yang akan 
merasa menjadi korban ketidakadilan. Pengadilan akan dianggap oleh 
terpidana tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap 
hukum merupakan salah satu tujuan pemidanaan, Disparitas pidana baik 
secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak bagi 
masyarakat. Masyarakat cenderung akan menjadi apatis terhadap hukum. 
Disparitas pidana dalam hal ini yang terjadi pada tindak pidana korupsi 
haruslah dicegah sedini mungkin. 
Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari 
ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. 
Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas 
pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana 
intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Olehnya 
itu hakim pun dalam menjatuhkan putusannya mengikuti prinsip keadilan, 
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seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya maka 
seperti itu pulalah jumlah pidana yang dijatuhkannya. 
Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam 
penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi disparitas pidana merupakan 
bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain 
disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan 
masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga 
pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang 
kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan 
hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama 
semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana 
peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi 
mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan 
pidana.. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan 
dan juga bertentangan dengan konsep rule of law yang dianut oleh 
Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum 
dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan 
untuk menegakkan hukum. Tidak sampai disitu saja, konsep equality 
before the law yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masihperlu 
dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana 
tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan 
bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku 
tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. 
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Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, penulis 
tertarik untuk menyusun karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, 
dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah indikator disparitas pidana dalam perkara tindak pidana 
korupsi?  
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas 
pidana dalam perkara tindak pidana korupsi? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan   rumusan   masalah   di   atas   maka   penulis   dapat 
mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a Untuk mengetahui indikasi terjadinya disparitas pidana dalam 
perkara tindak pidana korupsi. 
b Untuk mengetahui   faktor-faktor   penyebab   terjadinya   
disparitaspidana dalam perkara tindak pidana korupsi.  
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna 
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 
masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada 
umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama 
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bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana 
korupsi.Dan juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan 
bagi para pembaca mengenai tindak pidana korupsi, serta untuk 
mengkaji secara yuridis tentang disparitas pidana dalam perkara 






A. Pidana dan Pemidanaan 
Istilah pidana secara resmi telah dipergunakan dalam UUNomor 1 
Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana. 
Pasal IV UU Nomor 1 Tahun 1964 : 
(1) Nama Undang-undang Hukum Pidana Wetboek van Strafrecht 
voor Nederlandsch Indie diubah menjadi Wetboek van 
Strafrecht. 
(2) Undang-undang tersebut dapat disebut Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana 
Tentang bagaimana pengertian pidana, berikut ini akan 
dikemukakan pendapat beberapa sarjana. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 1) mengemukakan bahwa 
“Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang 
ditimpakan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan 
dan juga hal yang tidak sehari-hari ditimpakan.” 
Sedangkan menurut Sudarto (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 
1984:2) yang dimaksud dengan pidana ialah “Yang sengaja dibebankan 
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu.” 
Demikian pula menurut Saleh (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 
1984:2) mengemukakan bahwa“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini 
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada 
pembuat delik itu.” 
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Menurut  P.A.F Lamintang (1984:47) mengemukakan bahwa 
“Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana 
atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum 
umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 
telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh 
negara.” 
Menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1984:47), pidana atau straf 
adalah “Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu 
putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.” 
Sedangkan Muladi (1992:4) berkesimpulan bahwa pidana itu 
mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan ataunestapa 
atau akibat-akibat lain yangtidakmenyenangkan;  
b. Perbuatan mana dilarang dan yang diperintahkan disertaiancaman 
pidana; 
c. Bilamana   suatu pidana ditimpakan   kepada   seorangpembuat 
delik; 
d. Jenis pidana yang bagaimana yang dapat ditimpakan(strafsoort):  
e. Ukuran pemidanaan (strafmaat) yakni untuk berapa lamaatau 
berapa besar yang dapat ditimpakan;  
f. Bagaimana    cara    pelaksanaan    pidana    yang    
telahditimpakan (strafmodus). 
Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang 
hukum lain ialah sanksi berupa pidana sebagaimana menurut Sudarto 
(1986:22-23) “Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif, 
10 
 
oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi 
yang negatif”. 
Lebih lanjut Sudarto (1986:23)berpendapat bahwa “Pidana 
termasuk juga tindakan (maatregel, masznahme) bagaimanapun juga 
merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh 
yang dikenai.Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari 
dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan 
pembenaran (justification) dari pidana itu.” 
Sedangkan Lamintang    (1988:23)    menyatakan    bahwa    
padadasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang pemidanaan, yaitu: 
a. Untuk memperbaiki pribadi penjahat; 
b. Untuk membuat jera orang untuk melakukan kejahatan; 
c. Untuk  membuat  penjahat-penjahat tertentu(yang  sudahtidak 
dapat diperbaiki lagi) menjadi tidak mampu melakukankejahatan 
yang lain. 
Dalam Rancangan KUHPIDANA (Edisi Revisi, Maret 1993) terdapat 
rumusan mengenai tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 ditentukan: 
(1) Pemidanaan bertujuan untuk: 
a. Mencegah    dilakukannya    tindak    pidana    
denganmenegakkan    norma    hukum    demi    
pengayomanmasyarakat;  
b. Memasyarakatkan     pidana     dengan     
mengadakanpembinaan sehingga menjadi orang yang baik 
danberguna;  
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindakpidana, 
memulihkan keseimbangan danmendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat, dan  
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
merendahkan martabat manusia. 
11 
 
Padabagian Penjelasan Pasal 50 (Scenario Soerodibroto,1991), 
antara lain disebutkan bahwa: 
“Pasal ini memuat tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana 
perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan 
pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan 
rasa bersalah bagi yang bersangkutan.Meskipun pidana merupakan 
suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
merendahkan martabat manusia". 
Berdasarkan pendapat beberapa sarjana tersebut di atas, jelas 
terlihat bahwa belum ada kesamaan pendapat mengenai tujuan 
pemidanaan.Hal ini dapat dimaklumi, karena di samping masing-masing 
mempunyai dasar tinjauan yang berbeda, juga masalah tujuan 
pemidanaan memang dianggap sebagai persoalan yang tidak 
mudahuntuk dipecahkan. Keadaan ini diungkap pula oleh Sudarto 
(1986:23) bahwa “Problema dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-
satunya problema dasar hukum pidana ialah makna, tujuan, serta ukuran 
penderitaan pidana yang patut diterima.” 
Mengingat pentingnya tujuan pemidanaan yang dipandang sebagai 
problema dasar dalam hukum pidana maka teori-teori pemidanaan perlu 
dicermati agar dapat diketahui dasar pembenaran (justification) sehingga 
pada gilirannya dapat memperluas cakrawala berpikir dalam menangani 
hal pemidanaan. 
KUHPIDANA telah menetapkan jenis pidana yang tercantum 
dalamPasal 10 yaitu : 
1. Pidana Pokok, terdiri atas:  
a. Pidana Mati 
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Menurut Bambang Waluyo (2004:13), mengemukakan 
bahwa ada beberapa Pasal didalam KUHPIDANA yang berisi 
ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap 
Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340) dan 
sebagainya, bahkan beberapa Pasal dalam KUHPIDANA 
mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati, misalnya: 
(1). Makar pembunuhan kepala Negara, Pasal 104 
KUHPIDANA 
(2). Mengajak Negara asing guna menyerang Indonesia, 
Pasal 111 ayat(2) 
(3). Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia 
dalam perang, Pasal 124 ayat (3) 
(4). Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih 
berkawan, pada waktu malam hari atau dengan jalan 
membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada 
orang terluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4) 
(5). Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali 
sehingga ada orang mati, Pasal 444 
(6). Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, 
pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja 
dalam perusahaan pertahanan Negara, Pasal 124 
(7). Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368Diluar 
KUHPIDANA juga dijatuhkan pada pelaku tindak 
pidanaterorisme dan pelaku tindak pidana narkoba. 
 
b. Pidana Penjara 
Berdasarkan   rumusan   Pasal   12   ayat   (1)   
KUHPIDANA (Scenario Soerodibroto,1991) menjelaskan bahwa: 
Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu 
tertentu. dalam ayat (2) selanjutnya menjelaskan bahwa 
Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu 
hari dan paling lama lima belas tahun berturut dan dalam 
ayat (4) pidana penjara dalam waktu tertentu tidak boleh 




c. Pidana Kurungan 
Dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) KUHPIDANA (Soenarto 
Soerodibroto,1991) menjelaskan bahwa : 
Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama 
satu tahun.Selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan bahwa 
jika adapemberatan pidana yang disebabkan karena 
perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 
52 KUHPIDANA, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 
satu tahun empat bulan namun sekali-kali tidak boleh 
melebihi dari satu tahun empat bulan. 
 
Pasal 19 KUHPIDANA (Soenarto Soerodibroto,1991) 
menjelaskan bahwa: 
Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan 
pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan 
aturanaturan pelaksanaan Pasal 29 KUHPIDANA, akan 
tetapi pekerjaan lebih ringan daripada orang yang dijatuhi 
pidana penjara. 
 
d. Pidana Denda 
Dalam rumusan Pasal 30 ayat (1) KUHPIDANA (Soenarto 
Soerodibroto,1991) menjelaskan bahwa: 
Pidana denda sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Dalam 
ayat (2) selanjutnya dijelaskna bahwa jika pidana denda 
ticlak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang 
lamanya paling sedikit satu hari clan paling lama enam 
bulan. 
2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Dalam Pasal 35 KUHPIDANA menjelaskan bahwa hak-hak 
terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-
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hal yang ditentukan dalam kitab UU ini, atau dalam aturan umum 
yang lainnya, ialah : 
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
tertentu 
2) Hak memasuki angkatan bersenjata 
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan umum 
4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wall, wall pengawas, 
pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang 
bukan anak sendiri 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri 
6) Hak menjalankan meta pencaharian tertentu. 
 
Dalam Pasal 38 KUHPIDANA menjelaskan tentang 
lamanya pencabutan hak, yaitu: 
1) Jika dilakukan pencabutan hak, Hakim menentukan 
lamanya pencabutan sebagai berikut: 
a) Dalam hal pidana coati atau pidana seumur hidup, 
lamanya pencabutan seumur hidup 
b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau 
pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 
dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama 
dari pidana pokoknya 
c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling 
sedikit dua tahun paling lama lima tahun 
 
2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim 
dapat dijalankan. 
 
b. Perampasan Barang-barang Tertentu 
Dalam rumusan Pasal 39 KUHPIDANA menjelaskan 
tentang pidana perampasan barang tertentu, yaitu: 
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1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan, dapat dirampas. 
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran 
dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan 
hal-hal yang ditentukan dalam UU 
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang 
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanya atas barang-barang yang telah disita. 
 
c. Pengumuman keputusan Hakim 
Dalam hal pidana pengumuman putusan hakim, 
dirumuskan dalam Pasal 43 KUHPIDANA, yaitu: 
Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 
berdasarkan kitab UU ini atau aturan-aturan umum yang 
lainya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. 
Pidana   pengumuman   putusan   hakim   ini   hanya   
dapat dijatuhkan  dalam   hal-hal   yang  telah  ditentukan   oleh   
undang- undang, misalnya terdapat dalam Pasal 
128,Pasal206,Pasal361, Pasal 377, Pasal395, Pasal405. 
Setiap putusan  hakim  memang  harus  diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat 
KUHAP), dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi 
hukum.Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu 
pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas.Pidana 
pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi 
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B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi  
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Dalam     Kamus     Bahasa     Indonesia     yang     disusun     oleh 
Poerwadarminta (1976) menyebutkan bahwa : 
Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti Penggelapan uang, 
penerimaan uang sogok dan sebagainya. 
Istilah korupsi sejak dahulu telah dikenal dari beberapa peraturan 
perundang-undangan korupsi yang pernah berlaku di Indonesia(Darwan 
Prinst, 2002:1), yaitu: 
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia 
dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958, 
tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, kemudian dimasukkan 
juga dalam UU Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan 
dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini 
kemudian dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 3 Tahun 1971 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian 
sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan dengan UU Nomor 31 
Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) 
tahun kemudian (16 Agustus 2001), kemudian diubahdengan UU 
Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November2001 
 
Menurut Fockema Andrea (Hamzah, 2006:4) “Istilah korupsi 
berasal dari bahasa latin yaitu corruptio atau corruptus.Selanjutnya 
disebutkan bahwa corruption itu sendiri berasal pula dari kata asal 
corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau 
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kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau 
perbuatan yang buruk Bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa 
seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt, Francis, yaitu corruption', dan 
Belanda, yaitu corruptie dan dari bahasa Belanda, yaitu corruptie dan dari 
bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.” 
Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk 
menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak 
dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat 
dari istilah dibeberapa negara yakni Gin Moung (Muangthai), yang berarti 
“makan bangsa”; tanwu (Cina), yang berarti “keserahan bernoda”; Oshoku 
(Jepang) yang berarti “kerja kotor” (Prajohamidjojo, 2001:8). Kemudian arti 
korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia 
itu disimpulkan oleh Poerwadarminta (1990) dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia bahwa “korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan 
uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. 
Lanjut Marmosudjono(Marmosudjono, 1989:68) mengemukakan 
bahwa “Istilah korupsi mempunyai banyak arti tergantung dari mana kita 
menyorotinya, apakah ditinjau dari segi asal kata, hukum, sosiologis, 
ekonomi, dan lain-lain. Arti harfiah dari istilah itu ialah kebusukan, 
keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, 
penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau 




Corruption {L, corruption (n-)} the act of corrupting, or the state of 
being corrupt, putrefactive de composition, putrid matter: moral 
perversion ; depravity; perversion of integrity; corrupt or dishonest 
proceedings, bribery; perversion from a state of purity ; debasement, 
as of a language ; a debased form of a word. 
Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu 
kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu merupakan suatu istilah 
yang sangat luas artinya, seperti disimpulkan dalam Encyclopedia 
Americana, korupsi itu adalah hal yang buruk dengan bermacam ragam 
artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. 
Lopa (Lopa 1987:6) mengemukakan dan memandang korupsi 
dalam bidang materil, bidang politik dan bidang ilmu pengetahuan sebagai 
berikut: 
Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan 
penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai 
perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan 
rakyat/umum. 
Lebih lanjut Lopa(Lopa 1987:6) menjelaskan: 
Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara 
adalah korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik 
dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara 
penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat 
mempengaruhi kebebasan memilih. Selanjutnya korupsi ilmu 
pengetahuan dengan cara antara lain tidak memberikan pelajaran 
yang wajar sehingga si murid (siswa, mahasiswa) menerima ilmu 
pengetahuan kurang dari yang seharusnya atau menyatakan 
(mempublisir) sesuatu karangannya/ciptaan ilmu pengetahuan atas 
namanya adalah ciptaan orang lain. 
J.S. Nye (Hamid, 1999:23)dalam artikelnya corruption and political 




Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas yang 
normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, 
sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status; atau 
melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang 
memanfaatkan pengaruh pribadi.Tindakan ini termasuk perilaku 
penyuapan (penggunaan hadiah untuk penyimpangan keputusan 
seseorang dalam posisi mengemban amanah); nepotisme 
(menggunakan perlindungan oleh seseorang yang punya hubungan 
darah atau keturunan dari pada berdasarkan kinerja); dan 
penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik 
untuk manfaat pribadi. 
Mulan(Prodjohamidjojo, 2001:8)mengemukakan pendapatnya 
tentang pengertian korupsi yang menekankan titik berat jabatan 
pemerintahan sebagai berikut: 
Seorang pejabat pemerintahan dikatakan “korup” apabila ia 
menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan 
sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia 
selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat 
demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara 
sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan 
umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. 
 
Terdapat pula pengertian tentang korupsi yang tidak bertolak dari 
ukuran jabatan dalam pemerintahan atau pelayanan umum, melainkan 
dari sudut kepentingan umum (publik interest).Carl J Frederich(Rahardjo, 
1998:6) dalam artikelnya political pathologi melukiskan korupsi sebagai 
berikut: 
Pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seseorang pemegang 
kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu: yaitu 
seorang petugas (fungsionaris) dan penguasa kantor telah diberi 
hadiah uang atau yang lain secara melanggar hukum guna 
mengambil tindakan yang menguntungkan pemberi hadiah dan 
dengan demikian merugikan kepentingan umum. 
Intisari dari pengertian yang dikemukakan oleh Carl Friedrich 
adalah tindakan tersebut merusak kepentingan masyarakat luas, 
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hanyakarena   pemberian   secara   tidak   sah   yang   hanya   
menguntungkan seseorang secara pribadi saja. 
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
tidak memberikan pengertian tentang korupsi akan tetapi dalam UU ini 
disebutkan delik korupsi (tindak pidana) yang dibagi dalam 2 kelompok 
besar, yaitu : 
1. Tindak Pidana Korupsi 
Tindak Pidana Korupsi ini terdiri dari Pasal 2 sampai dengan 
Pasal 20. Delik korupsi menurut undang-undang ini dapat 
dikelompokkan sebagai berikut: 
a. Delik korupsi dirumuskan normatif, dalam Pasai 2 (1) dan 
Pasal 3 
b. Delik dalam KUHPIDANAPasal 209, 210, 387, 415, 416, 
417, 418, 420, 423, 425, 435 yang diangkat menjadi delik 
korupsi masing-masing dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
c.  Delik Penyuapan aktif, dalam Pasal 13 
d. Delik korupsi karena pelanggaran UU yang lain, yang 
memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam Pasal 14 
e. Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan dalam 
Pasal 15 
f. Delik  korupsi  dilakukan  di  luar teritori   Negara   Republik 
Indonesia dalam Pasal 16 
g. Delik Korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam 
Pasal20(Martiman Prodjohamidjojo, 2001:19) 
2. Tindak   Pidana   lain   yang   berkaitan   dengan   Tindak   Pidana 
Korupsi. 
Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana 
korupsi terdiri dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, yaitu : 
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a. Mencegah, merintangi,  
menggagalkanpenyidikan/penuntutan pengadilan(Darwan 
Prinst, 2002:75). 
b. Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 
mengkualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Setiap orang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 
dan Pasal 36 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan 
sengaja memberikan keterangan yang tidak benar (Darwan 
Prinst, 2002:79) 
c. Pelanggaran Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang 
mengatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, 421, 
422, 429 dan Pasal 430 KUHPIDANA, dipidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun 
dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus 
juta rupiah)(Darwan Prinst, 2002:82). 
d. Pelanggaran Pasal 24 UU Nomor 31 Tahun 1999, diancam 
dengan pidana sanksi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 
31 UU Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 31 melarang saksi atau 
orang yang bersangkutandengan pidana korupsi menyebut 
nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang 
memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas 
pelapor(Darwan Prinst, 2002:90).  
Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang 
merupakan manifestasi dari perbuatan-perbuatan korupsi dalam arti luas 
mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang 
pegawai negeri atau kedudukan yang istimewa yang dipunyai oleh 
seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau 
menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sebagai 
dikualifisir sebagai delik (tindak pidana) korupsi dengan segala akibatnya 
yang berhubungan dengan hukum pidana dan acaranya (Martiman 
Prodjohamidjojo, 2001:20). 




Jika memperhatikan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat beberapa 
asas yang tercakup di dalamnya yang membedakannya dari Undang-
undang tindak pidana lainnya, adapun asas-asas tersebut sebagaimana 
disebutkan Prints (Darwan Prinst, 2002:23-27)adalah sebagai berikut: 
a. Pelakunya adalah setiap orang 
Pengertian setiap orang meliputi orang perseorangan dan 
korporasi yang terdiri dari Badan Hukum (PT, IMA, Koperasi dan 
Yayasan) dan perkumpulan orang (Pasal 1 angka 3). 
b. Pidananya bersifat kumulatif dan alternatif 
Pasal 2 sampai dengan Pasal 13, mengatur Pasal-Pasal tindak 
pidana korupsi, di mana diatur ancaman pidananya 
bersifatkumulatif dan alternatif seperti terlihat dari rumusan Pasal-
Pasalnya yang berbunyi”... dipidana penjara ... tahun dan atau 
denda ... Rp...adanya perkataan ... dan atau... jelas menunjukkan 
pidana bersifat kumulatif atau alternatif. 
c. Adanya Pidana minimum dan maksimum 
Pidana yang diatur batas hukuman minimum dan batas hukuman 
maksimumnya sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan 
yang sesuka hati. 
d. Percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi, Pembantuan atau 
Permufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Korupsi dipidana 
sama dengan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan dianggap 
sebagai delik yang sudah selesai (delik formil). 
e. Setiap orang (orang perorangan dan korporasi) yang diluar 
wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan sarana dan 
keterangan untuk terjadinya Tindak Pidana Korupsi dipidana sama 
sebagai peiaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2,3,5 sampai degan Pasal 14(Pasal16). 
f. Pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam 
KUHPIDANA (Pasal 18) seperti : 
1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud 
atau barang yang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh 
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di 
mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari 
barang yang menggantikan barang-barang tersebut. 
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2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi. 
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 
lama 1 (satu) tahun. 
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuangan tertentu, yang 
telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 
g. Jika terpidana membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (2)) 
paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 
harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk 
menutupi uang pengganti tersebut. 
h. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 
mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), 
maka dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman 
maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam 
UU Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah 
ditentukan dalam putusan pengadilan, bila tidak ditentukan, maka 
tidak bisa digantikan. 
i. Orang yang sengaja mencegah, menutupi atau menggagalkan 
secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dipidana (Pasal 21). 
j. Orang yang sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi 
keterangan yang tidak benar dapat dipidana (Pasal 22). 
k. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilandidahulukan dari perkara lain guna penyelesaian 
secepatnya (Pasal 25). 
l. Dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung 
(Pasal 27). 
m. Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta 
bendanya dan harta benda istri/ suami, anak, dan harta benda 
setiap orang maupun korporasi yang diketahui dan atau diduga 
mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan tersangka (Pasal 28). 
n. Penyidik/    Penuntut    Umum/    Hakim    berwenang    meminta 
keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka. 
o. Identitas pelapor dilindungi (Pasal 31). 
p. Dalam hal unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, 
sementara nyata telah timbul kerugian negara, maka dapat 
digugat secara perdata (Pasal 32 ayat (1)). 
q. Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapus hak untuk 
menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat (2)). 
r. Ahli waris tersangka/ terpidana korupsi dapat digugat membayar 
kerugian negara (Pasal 35 ayat (1)). 
s. Instansi yang dirugikan dapat menggugat (Pasal 35 ayat (2)). 
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t. Orang yang karena harkat dan martabatnya serta jabatannya 
diwajibkan menyimpan rahasia, wajib memberikan kesaksian 
kecuali petugas agama (Pasal 36). 
u. Dikenal adanya pembuktian terbalik (Pasal 37). 
v. Dapat diadili secara In absentia (Pasal 38 ayat (1)). 
w. Hakim atas tuntutan Penuntut Umum menetapkan perampasan 
barang-barang yang telah disita (Pasal 30 ayat (5)). 
x. Orang yang berkepentinganatasperampasandapat mengajukan 
keberatan ke Pengadilan (Pasal 38 ayat (7)). 
y. Peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari 
pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa 
pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan 
di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis 
inventarisir dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah : 
1. Tindakan seseorang atau badan hukum. 
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. 
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. 
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau 
patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara. 
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 
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6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan 
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili. 
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 
untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya 
perbuatan curang tersebut. 
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat 
berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 
atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, 
atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 
11. Dengan sengaja menggelapkan,  menghancurkan, merusakkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai barang;akta, surat, atau daftar yang 
digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang 
berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang 
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lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat 
tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta 
membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 
tersebut. 
12. Pegawainegeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 
atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 
jabatannya. 
Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang 
atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka 
kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana 
sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur 
suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala 
tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga 
seorangterdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak 
terpenuhinya unsur- unsur tersebut. 
4. Regulasi Tentang Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia 
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1.  Peraturan Penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 
1957 
Rumusan    Korupsi   menurut   perundang-undangan   di    
atas, dikelompokkan menjadi dua, yakni : 
(1). Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk 
kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk 
kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung 
menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. 
(2). Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang 
menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima 
bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan 
mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau 
kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung 
atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau 
material baginya. 
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor 
Prt/013/Peperpu/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 
Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta 
Benda (LN No. 40tahun 1958). 
Rumusan korupsi dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat 
Angkatan Darat tersebut di atas, dikelompokkan menjadi dua 
kelompok besar dan tiap kelompok dibagi lagi menjadi sub 
kelompok, sehingga menjadi lima kelompok jenis korupsi, yakni: 
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1) Pada kelompok besar pertama 
Yang disebut korupsi pidana, adalah: 
(a) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara 
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan 
suatu badan keuangan atau daerah dan badan hukum lain, 
yang mempergunakan modal atau kelonggaran-
kelonggaran dari masyarakat. 
(b) Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu 
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 
(c) Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 
418, 419 dan 420 KUHPidana. 
 
2) Pada kelompok besar kedua  
Perbuatan korupsi lainnya 
Yang dimaksud dengan perbuatan korupsi lainnya, adalah: 
(a) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau 
tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah 
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atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima 
bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan 
lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-
kelonggaran dari masyarakat. 
(b) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 
3. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 24 Prp tahun 1960 
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana 
Korupsi (LN 72 tahun 1960). Peraturan Pemerintah Pengganti UU 
No. 24 (Prp) tahun 1960, atau juga disebut sebagai Undang-
undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai 
peraturan. Sifat undang-undang ini masih melekat sifat 
kedaruratan, menurut Pasal 96 UUDS 1950, Pasal 139 Konstitusi 
RIS 1949. 
Undang-undang Anti Korupsi tahun 1960, mengandung hal-
hal baru yang belum ada dalam undang-undang korupsi yang 
sebelumnya, yakni: 
(a) Delik percobaan dan delik pemufakatan; 
(b) Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; 




(d) Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima 
hadiah atau janji; 
(e) Rumusan pegawai negeri diperluas. 
Rumusan delik korupsi menurut UU ini, dibagi dalam dua 
kelompok besar, sebagai berikut: 
Kelompok besar pertama, terdiri dari: 
(a) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan 
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan atau perekonomian negara atau diketahui atau 
patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. 
(b) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung 
dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 
(c) Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-
Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 
dan 435 KUHPIDANA. 
(d) Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai 
negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat 
sesuatu kekuasaan atausesuatu wewenang yang melekat 
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pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi 
hadiah atau janji dianggap melekat jabatan atau kedudukan 
itu. 
(e) Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberi atau janji 
yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-
Pasal 418, 419 dan 420 KUHPIDANA tidak melaporkan 
pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. 
Kelompok besar kedua ada satu ketentuan, yakni:Barang 
siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk 
melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat 
(1) a, b, c, d, e, Pasal ini. 
4. UU  No.  3 tahun  1971   tentang  Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (LN 19 tahun 1971). 
Rumusan delik korupsi pada UU No. 3 tahun 1971 
mengambil oper rumusan delik korupsi dari UU No. 24 (Prp) tahun 
1960 baik redaksi mengenai perbuatan-perbuatan maupun 
sistematikanya. Sehingga karena itu ada dua kelompok delik 
korupsi, yaitu delik korupsi yang selesai (voltooid) dan delik 
percobaan (paging) serta delik permufakatan (convenant). 
Deiik korupsi ini dirumuskan dalam UU No. 3 tahun 1971 ada 
enam kelompok, yaitu: 
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1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (Pasal 1, sub (1) a 
dan sub (1) b). 
2) Tindak pidana korupsi dalam KUHPIDANA yang diangkat 
menjadi delik korupsi (sub (1) c). 
3) Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri 
(sub (1)d). 
4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d). 
5) Tindak pidana korupsi percobaan (sub (2)). 
6) Tindak pidana korupsi permufakatan (sub (2)). 
Pengelompokan sifat korupsi tersebut diasumsikan demikian, 
berdasarkan sifat korupsi saja, tidak berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan.Delik korupsi dirumuskan sebagai berikut:  
(1). Kelompok kesatu  
Rumusan Pasal 1 sub 1 a. 
Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan 
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan negara dan atau perekonomian negara atau 
diketahui atau patut disangka oleh bahwa perbuatan tersebut 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
 
Rumusan Pasal 1 sub 1 b 
Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yangsecara langsung atau tidak langsung 
dapat merugikan negara atau perekonomian negara. 
 
Rumusan Pasal 1 sub c 
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Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 21 
u,416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHPIDANA.  
 
Rumusan Pasal 1 sub 1 d 
Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu 
kekuasaan danwewenang yang melekat pada jabatannya atau 
kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap 
melekat pada jabatan atau kedudukan itu. 
 
Rumusan Pasal 1 sub 1 e 
Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji 
yang diberikan kepadanyaseperti yang tersebut dalam Pasal-
Pasal 418, 419, dan 420 KUHPIDANA tidak melaporkan 
pemberian itu atau janji tersebut kepada yang berwajib. 
 
(2). Kelompok kedua 
 
Rumusan delik korupsi yang berupa percobaan atau permufakatan 
untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalamPasal 1 sub 2. 
ketentuan ini merupakan ketentuan baru, yang tidak ada pada UU 
korupsi sebelumnya. 
5. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
Delik korupsi menurut UU ini dapat dikelompokkan sebagai 
berikut: 
(a) Delik korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 2 (1) dan 
Pasal 3. 
(b) Delik dalam KUHPIDANAPasal 209, 210, 387, 415, 416, 
417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi 
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delik korupsi masing-masing dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12. 
(c) Delik penyuapan aktif, dalam Pasal 13 
(d) Delik korupsi karena pelanggaran UU yang lain, yang 
memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam Pasal 14 
(e) Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan dalam 
Pasal 15. 
(f) Delik korupsi dilakukan di luar teritori negara Republik 
Indonesia dalam Pasal 16. 
(g) Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam Pasal 
20. 
6. UU No. 20 tahun 2001 (LNRI No. 134 tahun 2001 Jo TLNRI No. 
4159) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU 
No. 20 tahun 2001 ini sebagai perubahan dan menyempurnakan 
UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang perurnusan deliknya sebagai berikut: 
1) Tetap memperlakukan semua ketentuan Pasal-Pasal dalam UU 
No. 31 tahun 1999 dengan perubahan-perubahannya. 
2) Perumusan Tindak Pidana korupsi diatur dalam Bab II mulai 
Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20. UUNo. 20 tahun 2001. 
35 
 
3) Perumusan tindak pidana lain yang diatur berkaitan dengan 
tindakan pidana korupsi diatur dalam Bab III mulai Pasal 21 22, 
23, 24, UU No. 20 tahun 2001 (Saleh, tanpa tahun : 6). 
 
 
C. Disparitas Pidana 
Dari Wiktionary Indonesia, kamus bebas berbahasa Indonesia 
disebutkan bahwa disparitas berarti perbedaan (id.wiktionary.org).Secara 
maknanya, disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama 
terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat 
bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang 
jelas.Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana 
timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak 
pidana yang sejenis.Penjatuhan pidana initentunya adalah hukuman yang 
dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah 
dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas 
pemidanaan sangat menentukan. 
Lebih spesifik daripengertian itu, menurut Harkristuti 
Harkrisnowo(Harkristuti Harkrisnowo:2003) disparitas pidana dapat terjadi 
dalam beberapa kategori yaitu: 
1. Disparitas antara tindak pidana yang sama 
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat 
keseriusan yang sama 
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim 
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4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim 
yang berbeda untuk tindak pidana yang sama 
Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan 
wadah dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan 
hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana 
yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, 
dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis 
hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan 
mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan 
inkonsistensi di lingkungan peradilan. 
Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk 
keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal sistem 
preseden.Hampir seluruh negara di dunia rnenghadapi masalah ini. 
Disparitas pidana yang disebut sebagai the disturbing disparity of 
sentencing mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain 
yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk 
memecahkannya. 
Menurut Oemar Seno Adji (1984:12), “Sebagai seorang hakim 
dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi olehbeberapa hal, 
sepertipengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma 
dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan 
putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih 
disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga 
mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.”Menurut 
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penulishal yang dikemukakan tersebut merupakan asal muasal disparitas 
pidana. 
Menurut Sudarto (1986:40) ,“KUHPIDANA Indonesia tidak memuat 
pedoman pemberian pidana straftoemetingsleiddraad yang umum, ialah 
suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang 
memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana 
(straftoemetingsleiddraad).”Disparitas pidana juga dapat terjadi pada 
pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang 
melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (complicity), namun 
tanpa pertimbangan yang rasional.Karenanya, sebagaimana pendapat 
Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas 
secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus reasonable. 
Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum 
menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis 
pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa 
terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi 
pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa 
hakimboleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa 
ukuran tertentu. 
Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam 
penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/ 
disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam 
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menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang 
berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana 
bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan 
juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang 
kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan 
hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama 
semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana 
peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi 
mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan 
pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih 
memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke 
pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan 
peradilan dan juga bertentangan dengan konsep rule of law yang dianut 
oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan 
hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi 
peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak 
lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu 
saja, konsep equality before the law yang menjadi salah satu ciri Negara 
hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada 
dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. 
Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak 
sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian 
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diberikan hukuman yang berbeda. Bercermin dari hat itu maka sepertinya 
sulit Negara ini dikatakan sebagai Negara hukum. 
Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda 
Nawawi Arief (1984:54), yakni: 
Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian 
merasa menjadi korban terhadap judicial caprice akan menjadi 
terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan 
terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam 
tujuan pemidanaan. Dari ini akan Nampak suatu persoalan yang 
serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari 
kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di 
dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. 
Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut 
tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi 
di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam 
kasus yang sebanding. 
Perihal disparitas pidana yang bersumber dari Hakim, juga pernah 
dikemukakan oleh Roem Dhamdusdi, seorang Hakim senior pada 
Pengadilan Pidana Thailand, yang mengatakan: “Sebaiknya pidana yang 
dijatuhkan oleh pengadilan atas tindak pidana yang serupa haruslah 
sama, akan tetapi tampaknya dalam praktik hal ini sukar dilaksanakan, 
disebabkan masing-masing hakim mempunyai ide sendiri 
dalampenjatuhan pidana”. Loebby Luqman juga mengatakan, bahwa 
bagaimana kualitas putusan Hakim atas suatu perkara yang ditanganinya 
adalah tidak terlepas dari pribadi Hakim dan lingkungan yang membentuk 
















 METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di kantor 
Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa data tentang 
perkara tindak pidana korupsi dianggap cukup tersedia di instansi tersebut 
dan juga karena beberapa perkara tindak pidana korupsi yang menarik 
perhatian masyarakat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri tersebut. 
Disamping itu, Kota Makassar merupakan domisili tetap peneliti sehingga 
diharapkan pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan secara 
intensif dalam waktu yang sangat terbatas. 
B. Jenis dan Sumber Data 
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Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu pengumpulan data melalui penelitian lapangan 
(field research) terutama dengan menggunakan metode wawancara 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini yang 
diwawancarai adalah Hakim dan Jaksa yang menangani perkara 
tindak pidana korupsi. 
2. Data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui 
penelitian kepustakaan (library research) terutama melalui 
penelusuran buku-buku, laporan-laporan, literatur-
literatur,peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, 
dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan 
tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, 
maka penulis menggunakan dua cara pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Lapangan 
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan dua cara, yaitu : 
a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung 
dalam persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri 
Makassar, guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data 
primer maupun data sekunder 
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b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya 
jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden 
dalam hal ini adalah pejabat dari instansi terkait sebagai 
narasumber. 
2. Penelitian kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari 
berbagaiinstansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil 
pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang 
terjadi di lapangan 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut 
telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-
dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat 

















A. Indikator Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 
Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, 
tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari 
putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang 
berbeda untuk perkara yang sama. Menurut Harkristuti Harkrisnowo 
(Harkristuti Harkrisnowo:2003)disparitas pidana dapat terjadi dalam 
beberapa kategori yaitu: 
1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama 
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat 
keseriusan yang sama 
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim 
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4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang 
berbeda untuk tindak pidana yang sama. 
Berdasar pada pengkategorian tersebut penulis kemudian 
menentukan 4 (empat) sampel perkara tindak pidana korupsi pada 
Pengadilan Negeri Makassar yang dianggap memenuhi unsur  tersebut 
untuk kemudian diperbandingkan. 
a. Komparasi Perkara Tindak Pidana Korupsi 
Untuk lebih memahami perbandingan perkara tindak pidana 
korupsi, penulis menguraikan perkara tindak pidana korupsi satu-persatu. 
Hal tersebut karena tiap perkara memiliki karakteristik tersendiri dan motif 
serta cara dilakukannya selalu berbeda-beda. Perkara-perkara tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Perkara Nomor 554/Pid.B/2008/PN.Mks 
No.Perkara  : 554/Pid.B/2008/PN.Mks 
Terdakwa  : Syahrir bin Madjid 
Majelis Hakim  : - H. Yulman, S.H.,M.H. 
- H. Ali Nafiah Dalimunte,S.H.,M.M. 
- H.Syarifuddin Umar,S.H. 
Penuntut Umum :  M. Djufri,S.H.,M.H. 
Amar Putusan : - Pidana Penjara 2 (dua) tahun 8(delapan) 
bulan 
- Pidana denda Rp.200.000.000,- (dua 




- Membayar uang pengganti sebesar 
Rp. 848.972.928,- (delapan ratus 
empat puluh delapan juta sembilan 
ratus tujuh puluh dua ribu sembulan 
ratus dua puluh delapan rupiah) 
Keterangan : Korupsi pada Instansi DISPENDA Propinsi 
Sulsel 
Kasus Posisi: 
- Terdakwa  Syahrir bin Madjid sebagai kasir penerima pada Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah I Makassar Dipenda Propinsi 
Sulsel 
- Terdakwa Syahrir pada tanggal 30 November 2005 telah menerima 
uang hasil penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) jenis A-I dari  
petugas kas register atas nama : 
a. Sripurnama, sebesar   : Rp. 178.381.480,- 
b. Petriani Harun, sebesar  : Rp.  96.995.110,- 
 Jumlah   : Rp.275.376.590,- ; 
namun ternyata terdakwa Syahrir menyetorkan uang penerimaan 
pajak tersebut hanya sebesar Rp.125.376.590,- sehingga terdapat 
selisih penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- yang tidak 
disetorkan ke kas daerah. 
- Terdakwa Syahrir pada tanggal 1 Desember 2005 telah menerima 
uang hasil penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) jenis A-I dari 
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petugas Kas Register atas nama  Sripurnama sebesar 
Rp.239.378.020,- ,namun ternyata terdakwa Syahrir menyetorkan 
uang penerimaan pajak tersebut ke kas daerah Propinsi Sulsel hanya 
sebesar Rp. 139.378.020,-, sehingga terdapat selisih penerimaan 
uang sebesar Rp.100.000.000,- yang tidak disetorkan ke kas daerah. 
- Terdakwa Syahrir pada tanggal 5 Desember 2005 telah menerima 
uang hasil penagihan pajak bea balik nama kendaraan bermotor 
(BBN-KB) jenis A-I dari petugas kas register atas nama: 
a. Sripurnama, sebesar   : Rp. 244.695.290,- 
b. Petriani Harun, sebesar  : Rp. 24.400.000,- 
 Jumlah   : Rp. 269.095.290,- ; 
Namun ternyata terdakwa Syahrir  menyetorkan uang penerimaan 
pajak tersebut ke kas daerah Propinsi Sulsel hanya sebesar Rp. 
169.095.290,- sehingga terdapat selisih penerimaan sebesar 
Rp.100.000.000,- yang tidak disetorkan ke kas daerah. 
- Terdakwa Syahrir pada tanggal 8 Desember 2005 telah menerima 
uang hasil penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) jenis A-I dari 
petugas kas register atas nama: 
a. Sripurnama, sebesar   : Rp. 220.036.480,- 
b. Petriani Harun, sebesar  : Rp. 75.475.560,- 
 Jumlah   : Rp. 295.494.040,- ; 
namun ternyata terdakwa Syahrir  menyetorkan uang penerimaan 
pajak tersebut ke kas daerah Propinsi Sulsel hanya sebesar Rp. 
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145.494.040,- sehingga terdapat selisih penerimaan sebesar 
Rp.150.000.000,- yang tidak disetorkan ke kas daerah. 
- Terdakwa Syahrir pada tanggal 23 Desember 2005 telah menerima 
uang hasil penagihan pajak bea balik nama kendaraan bermotor 
(BBN-KB) jenis E dari petugas kas register atas nama: 
a. Petriani Harun, sebesar   : Rp.   90.511.000,- 
b. Hafid Ali, sebesar    : Rp. 119.591.000,- 
b. Hasnawati, sebesar    : Rp. 171.900,- 
 Jumlah    : Rp. 210.273.900,- ; 
namun ternyata terdakwa Syahrir  menyetorkan uang penerimaan 
pajak tersebut ke kas daerah Propinsi Sulsel hanya sebesar Rp. 
110.273.900,- sehingga terdapat selisih penerimaan sebesar 
Rp.100.000.000,- yang tidak disetorkan ke kas daerah. 
- Terdakwa Syahrir pada tanggal 27 Desember 2005 telah menerima 
uang hasil penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) jenis A-I dari 
petugas kas register atas nama: 
a. Sripurnama, sebesar   : Rp. 147.737.450,- 
b. Petriani Harun, sebesar  : Rp. 65.537.270,- 
 Jumlah   : Rp. 208.274.720,- ; 
namun ternyata terdakwa Syahrir  menyetorkan uang penerimaan 
pajak tersebut ke kas daerah Propinsi Sulsel hanya sebesar Rp. 
108.274.720,- sehingga terdapat selisih penerimaan sebesar 
Rp.100.000.000,- yang tidak disetorkan ke kas daerah. 
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- Terdakwa Syahrir pada tanggal 3 Februari 2006 telah menerima uang 
hasil penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) jenis A-I dari 
petugas kas register atas nama: 
a. Sripurnama, sebesar   : Rp. 190.796.750,- 
b. Petriani Harun, sebesar  : Rp. 81.393.860,- 
 Jumlah   : Rp. 272.190.610,- ; 
namun ternyata terdakwa Syahrir  menyetorkan uang penerimaan 
pajak tersebut ke kas daerah Propinsi Sulsel hanya sebesar Rp. 
21.217.682,- sehingga terdapat selisih penerimaan sebesar 
Rp.250.972.928,- yang tidak disetorkan ke kas daerah. 
Dari perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah diuraikan diatas, 
terdapat selisih uang penerimaan pajak yang tidak disetorkan oleh 
terdakwa selaku kasir penerima sebesar Rp. 950.972.928,- yang 
dikuasainya dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri atau 
setidaknya untuk memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu 
badan hukum sehingga merugikan keuangan negara Cq. Keuangan 
daerah Propinsi Sulawesi Selatan. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
pada Pasal3UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPIDANA. 
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Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan-perbuatan yang 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, yang telah menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya kerena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
Adapun unsur-unsur Pasal 3UU No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang. 
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi. 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. 
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
Majelis hakim mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur 
tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah 
diuraikan diatas yakni sebagai berikut : 
a). Unsur “setiap orang” 
Pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam 
Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
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Pidana Korupsi yang berbunyi “setiap orang adalah perseorangan atau 
termasuk korporasi”. 
Bahwa dalam persidangannya terdakwa telah membenarkan 
nama dan identitas lainnya dalam surat dakwaan dan menurut penilaian 
dan pendapat majelis hakim terdakwa adalah orang yang mampu 
bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam perkara ini didakwa 
melakukan tindak pidana korupsi sehingga unsur “setiap orang” dianggap 
telah terpenuhi. 
b). Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi”. 
Bahwa yang dimaksud “menguntungkan” yaitu perbuatan yang 
dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan atau kemudahan yang dapat 
dirasakan oleh akibat perbuatan itu. Mengutip pengertian 
”menguntungkan” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan memberi 
(mendatangkan) laba, menjadikan beruntung (mujur,bahagia), memberi 
keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya). 
Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh 
fakta hukum bahwa terdakwa selaku kasir penerima pada Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) wilayah I Makassar, Dispenda Propinsi Sulsel dan 
dari perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah diuraikan diatas, terdapat 
selisih uang penerimaan pajak yang tidak disetorkan oleh terdakwa selaku 
kasir penerima sebesar Rp. 950.972.928,- yang dikuasainya dan 
51 
 
digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri atau setidaknya untuk 
memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu badan hukum. 
Berdasarkan fakta tersebut dianggap telah memenuhi unsur 
“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi”. 
c). Unsur  “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” 
Maksud unsur  ini yaitu bahwa sifat secara nelawan hukumnya 
terdapat pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang 
ada karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki pelaku. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 
diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah seorang pegawai negeri 
dengan jabatan sebagai kasir penerima pada unit pelaksana teknis dinas 
(UPTD) wilayah I Makasar Dipenda Sulsel, diangkat berdasarkan surat 
keputusan Gubernur Sulsel No.953/kXII/thn 2004 tanggal 31 Desember 
2004 dan  surat no.885/XII/thn 2005 tentang penunjukan dan 
pengangkatan kasir penerima dan pemegang kas. Dengan demikian 
unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dianggap telah terpenuhi. 
d). Unsur “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara” 
Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 
1999 disebutkan bahwa kata “ dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan 
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atau perekonomian negara”  menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi 
merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan 
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan 
dengan timbulnnya akibat. 
Yang dimaksud keuangan negara dalam hal ini adalah 
sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 
yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan 
atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan 
negara dan segala  hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam 
penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga 
negara baik di tingkat pusat maupun daerah ataupun Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah,yayasan, badan hukum dan 
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian 
dengan negara. 
Bahwa dari sejumlah dana yang telah diterima oleh terdakwa 
yang menjadi fakta hukum diatas oleh terdakwa tidak disetorkan 
seluruhnya ke kas daerah propinsi di BPD Sulsel yaitu sejumlah Rp. 
950.972.928.-( Sembilan Ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh 
dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan digunakan 
terdakwa untuk kepentingan sendiri padahal uang tersebut adalah 
pemasukan pendapatan asli daerah Propinsi Sulsel yang digunakan untuk 
pembiayaan pembangunan oleh pemerintah Propinsi Sulsel. Dengan 
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demikian unsur “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara” telah terbukti dilakukan oleh terdakwa. 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa dilakukan disaat Pemerintah dan Masyarakat 
sedang giat-giatnya memberantas korupsi; 
- Terdakwa selaku seorang Pegawai Negeri diharapkan menjadi 
teladan bagi orang lain. 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa berterus terang dan memperlancar proses persidangan; 
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan 
keluarga. 
2. Perkara Nomor 960/Pid.B/2008/PN.Mks 
No.Perkara  : 960/Pid.B/2008/PN.Mks 
Terdakwa  : 1. Drs.H. Basmin Mattayang, M.Pd. 
   2. Drs. Andi Baso Gani, M.Si. 
   3. Drs. H. Muhammad Sabila 
Majelis Hakim  : -  H. Syarifuddin Umar, S.H. 
- H. Yulman,S.H., M.H. 
- Indra Cahya, S.H. 
 Penuntut Umum :  Imran Yusuf,S.H.,M.H. 
Amar Putusan : -  Menyatakan terdakwa I. Drs.H. Basmin 
Mattayang, M.Pd. dan terdakwa II. Drs. 
Andi Baso Gani, M.Si. tidak terbukti 
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secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana korupsi serta memulihkan 
hak-hak terdakwa I. dan II. dalam 
kedudukan, kemampuan, harkat serta 
martabatnya. 
- Menjatuhkan pidana penjara kepada 
terdakwa III. Drs. H. Muhammad Sabila 
selama 1 (satu) tahun dan denda 
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh 
lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan 
kurungan. 
Keterangan : Korupsi APBD Palopo 
Kasus Posisi : 
- Pada tanggal 3 Mei 2004, Drs. Muslimin Palessei, sekretaris DPRD 
kab.  Luwu periode 1999-2004 diperintahkan oleh H. Hidayat 
Nurthalib,S.pd.,M.Si., Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu periode 1999-
2004 untuk membuat dan menandatangani surat yang ditujukan 
kepada Bupati Luwu perihal permintaan anggaran kesejahteraan 
anggota DPRD Kab. Luwu Periode 1999-2004 berupa uang pesangon, 
uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas) dan kemudianDrs. Muslimin 
Palessei membuat surat dengan surat nomor 910/81/DPRDN/2004 
tanggal 5 mei 2004; 
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- Terhadap surat nomor 910/81/DPRDN/2004 tanggal 5 mei 2004, 
selanjutnya terdakwa Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd., Bupati Luwu 
mendisposisi surat tersebut kepada terdakwa III, Drs.H. Muh. Sabila 
bin Mangambe, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Pemda 
Luwu yang isi disposisinya : 
2. Supaya dipertimbangkan Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima 
juta rupiah); 
3. Bantuan dalam rangka pembahasan Rp. 5.000.000,-(lima 
juta rupiah); 
- Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe kemudian memerintahkan Drs. 
Arwin Dachlan, M.Si., Kasubag Anggaran Pemda Luwu untuk 
memproses atau membuat surat keputusan Bupati Luwu yang akan 
dijadikan dasar untuk memenuhi permintaan pimpinan DPRD 
Kab.Luwu dan kemudian Drs. Arwin Dachlan, M.Si., membuat 3 buah 
konsep surat, yaitu: 
1. Surat Keputusan No. 184/IV/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang 
pemberian bantuan biaya pembahasan/ asistensi rancangan 
peraturan daerah perhitungan APBD Kab. Luwu TA.2003 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sebanyak 35 
orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 175.000.000,- 
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah); 
2. Surat keputusan No. 185/V/2004 tanggal 18 mei 2004 tentang 
pemberian dana kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan 
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dan Anggota DPRD kab.Luwu periode 1999-2004 sebanyak 35 
orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima 
ratus dua puluh lima juta rupiah); 
3. Surat keputusan No. 185/V/2004 tanggal 18 mei 2004 tentang 
pemberian bantuan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD kab.Luwu periode 1999-2004 sebanyak 35 orang 
dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus 
lima puluh juta rupiah); 
- Pada tanggal 26 Mei 2004 terdakwa III. Drs.H.Muh. Sabila, 
menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) 
No. 00131 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta 
rupiah), yang dananya diambil dari belanja tidak tersangka yang 
dimuat di dalam Surat Keputusan otorisasi yang telah dikeluarkan 
terlebih dahulu dan ditandatangani oleh terdakwa II. Drs.Andi Baso 
Gani bin A. Tahir Gani, Sekrertaris Daerah Kab.Luwu sekaligus 
sebagai pengguna anggaran sesuai dengan keputusan otorisasi No. 
46 Tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan kemudian dari Rp. 
1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut uang 
senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) 
dicairkan untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD Kab. Luwu 
periode 1994-2004, padahal telah terbit surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri No. SE 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal 
Tunjangan Purna  Bhakti bagi pimpinan dan Anggota DPRD; 
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- Terdakwa III. Drs.H.Muh. Sabila, kemudian melakukan pembayaran 
atas ketiga jenis bantuan tersebut diatas kepada 35 anggota DPRD 
Kab. Luwu periode 1994-2004 
Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa I. Drs. Basmin 
Mattayang, MPd, Bupati Luwu (pengambil keputusan), terdakwa 
II.Drs.Andi Baso Gani, Sekretaris Daerah Kab. Luwu (pengguna 
anggaran) dan terlebih lagi terdakwa III. Drs.H.Muh. Sabila, Pelaksana 
Tugas Kabag keuangan Pemda Luwu (pengelola keuangan), sebagai 
orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan 
surat yang menjadi dasar pengeluaran kas dianggap bertanggungjawab 
atas hal tersebut karena bertentangan dengan: 
- Pasal 10 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000 
Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  :  
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 
pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak 
cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. 
- Pasal 7 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang pedoman 
pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD : 
Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan 
bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang 
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan 
pemerintan daerah. 
Terdakwa dianggap telah melakukan serangkaian perbuatan yang 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
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berlanjut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, yang telah menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya kerena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) jo.Pasal 64 ayat (1) 
KUHPIDANA yang unsur-unsurnya adalah: 
1. Setiap orang. 
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi. 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. 
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 
6. Perbuatan berlanjut; 
Majelis hakim mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur 
tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah 
diuraikan diatas yakni sebagai berikut : 
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a). Unsur “setiap orang” 
Bahwa unsur “setiap orang” pada Pasal ini mengandung 
pengertian yang menunjukkan kepada subjek hukum perseorangan, suatu 
kelompok atau korporasi. Selaku subjek hukum penyandang hak dan 
kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di 
depan hukum. 
Terdakwa I. Drs.H. Basmin Mattayang, M.Pd., TerdakwaII. Drs. 
Andi Baso Gani, M.Si., sertaTerdakwaIII. Drs. H. Muhammad Sabila 
adalah orang-orang yang identitasnya cocok dan sesuai dalam surat 
dakwaan, sehingga dapatlah mereka dipandang sebagai pelaku tindak 
pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur “setiap orang” 
dianggap telah terpenuhi. 
b). Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi” 
Terdakwa menyadari dan tetap melakukan pemberian dana tak 
tersangka walaupun tidak sesuai dengan peruntukannya dan dibayarkan 
kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu oleh Terdakwa III.selaku 
Kabag Keuangan 
Bahwa pemberian sejumlah uang kepada pimpinan dan anggota 
DPRD Kab. Luwu yang diambil dan bersumber dari dana tak tersangka 
sebesar Rp. 1.050.000.000,- telah mengurangi pengguanaan dana tak 
tersangka sesuai dengan peruntukannya, padahal Pimpinan dan Anggota 
DPRD tersebut tidak berhak mendapatkannya karena uang tersebut 
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seharusnya tidak diperuntukkan bagi mereka dengan demikian telah 
memberikan keuntungan bagi orang lain selain para terdakwa. 
Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” 
dianggap telah terpenuhi. 
c). Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan” 
Terdakwa I. Drs.H. Basmin Mattayang, M.Pd. selaku Bupati Luwu,  
TerdakwaII. Drs. Andi Baso Gani, M.Si.selaku Sekretaris Daerah 
Kabupaten Luwu, sertaTerdakwaIII. Drs. H. Muhammad Sabila selaku 
Kabag Keuangan kab. Luwu berstatus sebagai pegawai negeri dengan 
segala kewenangan dan kedudukan yang berhubungan denganjabatan 
yang diembannya. 
Meskipun negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab.Luwu 
tidak menderita kerugian uang karena seluruh uang yang telah diterima 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu telah dikembalikan pada tanggal 
27 Februari 2007 sebelum Terdakwa III disidik oleh penyidik dan dituntut 
oleh kejaksaan  namun sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa III 
tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan 
pembenar atau pemaaf atas kesalahan terdakwa III, serta terdakwa III 
tetap masih dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang berhubungan dengan 
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jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan 
Terdakwa II, akan tetapi oleh Terdakwa III terpenuhi oleh perbuatannya. 
Oleh karena unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, 
atau sarana yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan” 
terpenuhi oleh terdakwa III maka unsur selanjutnya dipertimbangkan untuk 
terdakwa III. 
d). Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” 
Dari fakta hukumnya terlihat adanya pengeluaran kas negara 
sebesar Rp. 1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah) yang 
dibayarkan dan dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. 
Luwu padahal mereka tidak berhak menerimanya sehingga pemakaian 
dana tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah merugikan 
keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kebupaten Luwu, dengan 
demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara” dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa III. 
e). Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 
melakukan” 
Pasal 55 ayat (1) KUHPIDANAberbunyi : 
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan perbuatan; 
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 




Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPIDANA tersebut bersifat alternatif, 
sehingga apabila salah satu saja terbukti apakah dia orang yang 
melakukan saja atau orang yang menyuruh ataupun orang yang turut 
melakukan tindak pidana tersebut, maka terbuktilah ketentuan Pasal 55 
ayat (1) ke -1 KUHPIDANA tersebut sebagaimana fakta hukum yang 
terungkap di persidangan. 
f). Unsur “perbuatan berlanjut” 
Bahwa pengeluaran dan pembayaran uang tersebut yang 
dilakukan oleh Terdakwa III merupakan suatu perbuatan yang berdiri 
sendiri dan merupakan perbuatan yang sejenis dimana jarak antara satu 
perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama, dengan demikian 
maka perbuatan Terdakwa III tersebut merupakan berlanjut sebagaimana 
dimaksud Pasal 64 KUHPIDANA. 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Terdakwa tidak mempunyai ketegasan dalam bersikap pada 
jabatan yang dipangkunya; 
- Terdakwa seharusnya lebih memahami tugas dan wewenangnya; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mempunyai keluarga (isteri) yang sakit-sakitan; 
- Semua uang telah dikembalikan ke kas daerah. 
3. Perkara Nomor 1034/Pid.B/2008/PN.Mks 
No.Perkara  : 1034/Pid.B/2008/PN.Mks 
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Terdakwa  : Drs. Haris Arifuddin, S.H. 
Majelis Hakim  : -  H. Syarifuddin Umar, S.H. 
- H. Yulman,S.H., M.H. 
- I Gede Suarsana, S.H. 
Penuntut Umum : Amir Syarifuddin,S.H. 
 
Putusan  : - Menyatakan terdakwa terbukti secara 
sah dan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi 
- Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 
(empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 
150.000.000,- (seratus lima puluh juta 
rupiah) 
- Menetapkan apabila denda tidak 
dibayaroleh terdakwa, diganti dengan 
kurungan selama 4 (empat) bulan. 
Keterangan : Korupsi pembangunan gedung kantor 
Pengadilan Negeri Makassar. 
Kasus Posisi : 
- Terdakwa Drs. Haris Arifuddin, S.H. sebagai penanggungjawab 
kegiatan/pembuat komitmen bersama-sama dengan M.Yamin Salam 
sebagai penguji dan penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), 
Sudharmono,A.Md. sebagai bendahara pengeluaran yang ditunjuk 
berdasarkan surat keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri 
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Makassar No. PU.18-Mks/305/KU/I/2007  tanggal 22 Januari 2007 dan 
Ir. Iqbal Lewa atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai kontraktor 
pelaksana pembangunan kantor Pengadilan Negeri Makassar 
berdasarkan surat perjanjian kontrak/kontrak tambahan (addendum I) 
No. PU.18-Mks/1410/KU/I/2007  Tanggal 3 Desember 2007 yang 
penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah, pada hari 
Senin tanggal 31 Desember 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam 
bulan Desember tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri 
Makassar Jl. Kartini No.23 Makassar ; 
- Pada Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengadilan Negeri Makassar 
memperoleh anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung kantor 
Pengadilan Negeri Makassar sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan 
milyar rupiah) bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA No. 
0562.0/005-01.0/XX/V/2007 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2007. 
Setelah melalui proses lelang terbuka melalui surat kabar Media 
Indonesia tanggal 19 Juni 2007, kemudian dari hasil evaluasi 
penawaran yang dilakukan ditetapkanlah PT. Murni Palesu Putra 
sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp. 7.682.923.000,- (tujuh 
milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh 
tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari 
kalender terhitung sejak Tanggal 17 Juli 2007; 
- Oleh Ir. M. Iqbal Lewa kemudian dilakukan perubahan kontrak menjadi 
Rp. 8.422.923.000,- ( delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta 
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sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sesuai perjanjian kontrak 
tambahan (Addendum I) No. PU.18-Mks/28041411/UM/XII/2007; 
- Pelaksanaan pembangunan gedung baru mencapai bobot pekerjaan 
86,78% pada tanggal 14 Desember 2007. Selanjutnya Terdakwa 
sebagai penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen 
menyampaikan kepada Sudharmono,A.Md. sebagai bendahara 
pengeluaran agar segera mengajukan pembayaran termin V 
(pembayaran terakhir)  pembangunan gedung kantor Pengadilan 
Negeri Makassar . Selanjutnya Sudharmono,A.Md. memproses 
pencairan pembayaran dengan membuat Ringkasan/Resume Kontrak 
dengan laporan kemajuan pekerjaan 95% dan retensi 5%, Surat 
Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) senilai Rp. 
1.113.510.420,- (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus sepuluh 
ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan Surat Perintah Membayar 
senilai Rp. 1.113.510.420,- (satu milyar seratus tiga belas juta lima 
ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh rupiah); 
- Pada Tanggal 31 Desember , Sudaharmono,A.Md. membuat Berita 
Acara Kemajuan Pekerjaan No.18-Mks/2123/UM/XII/2007 tanggal 31 
Desember yang ditandatangani Terdakwa sebagai penanggungjawab 
kegiatan yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah selesai 
100%; 
- Penilaian/bobot pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 
Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan dengan surat No. 
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641/2109/TABALING tanggal 15 Juli 2008 menyatakan bahwa 
kemajuan bobot hanya mencapai 76,1346% atau senilai Rp. 
6.412.758.734,- (enam milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus 
lima puluh delapan ribu jutuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau 
senilai Rp. 5.829.780.667,- (tidak termasuk PPN) dengan demikian 
terdapat pembayaran melebihi prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 
Rp. 1.699.815.668,- ( satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan 
juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan 
rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan 
melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau korporasi. 
Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan 
kerugian Negara sebesar Rp.1.699.815.668,- ( satu milyar enam ratus 
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus 
enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian 
negara oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Perwakilan Propinsi Sulsel. 
Perbuatan Terdakwa tersebut dianggap melanggar ketentuan 
Pasal3jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHPIDANA dengan unsur-
unsur sebagai berikut: 
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1. Setiap orang; 
2. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi; 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. 
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang 
turut serta melakukan perbuatan. 
Majelis hakim mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur 
tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah 
diuraikan diatas yakni sebagai berikut : 
a). Unsur “setiap orang” 
Bahwa unsur “setiap orang” pada Pasal ini mengandung 
pengertian yang menunjukkan kepada subjek hukum perseorangan, suatu 
kelompok atau korporasi. Selaku subjek hukum penyandang hak dan 
kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di 
depan hukum. 
Terdakwa Drs. Haris Arifuddin, S.H. yakni seorang manusia yang 
identitas dirinya cocok dan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat 
Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-10/Mks/FT-1/08/2008 
tanggal 11 Agustus 2008 sebagai orang yang melakukan tindak pidana, 
maka dapatlah ia Terdakwa dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang 
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didakwakan tersebut. Dengan demikian maka unsur “setiap orang” 
dianggap telah terpenuhi. 
b). Unsur “dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi” 
Menurut Martiman Prodjohamidjoyo (2001:69) “Unsur 
menguntungkan diri sendiri disini adalah sama pengertian dan 
penafsirannya dengan “menguntungkan diri sendiri”  yang tercantum 
dalam Pasal 378 KUHPIDANA meskipun tidak ada unsur melawan hukum 
akan  tetapi unsur ini ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan delik 
selalu ada unsur melawan hukumnya. Menguntungkan diri sendiri dengan 
melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri tanpa hak.” 
Menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya 
perbuatan itu, pelaku mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, orang 
lain atau suatu korporasi. Keuntungan tersebut maksudnya tidak harus 
kekayaan sendiri, orang lain atau suatu korporasi menjadi berubah dalam 
arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan 
kemudahan untuk melakukan suatu tindakan. Keuntungan tersebut 
diperoleh dengan sengaja sebagai tujuan atau maksud sehingga 
merugikan keuangan Negara. 
Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya 
tertanggal 29 Juni 1959 No. 813 K/pid/1987 dalam pertimbangan 
hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur “menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan atau 
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dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang 
dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. 
Penilaian/bobot pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang 
dan Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan dengan surat No. 
641/2109/TABALING tanggal 15 Juli 2008 menyatakan bahwa kemajuan 
bobot hanya mencapai 76,1346% atau senilai Rp. 6.412.758.734,- (enam 
milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh 
ratus tiga puluh empat rupiah) atau senilai Rp. 5.829.780.667,- (tidak 
termasuk PPN) dengan demikian terdapat pembayaran melebihi prestasi 
kemajuan pekerjaan sebesar Rp. 1.699.815.668,- ( satu milyar enam ratus 
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus 
enam puluh delapan rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut 
adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu Ir. M. Iqbal Lewa selaku 
Kontraktor Pelaksana atas nama PT. Murni Palesu Putra. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dianggap telah terpenuhi. 
c). Unsur  “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan” 
Kedudukan Terdakwa Drs. Haris Arifuddin adalah sebagai 
Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen dalam pembangunan 
gedung kantor Pengadilan Negeri Makassar 
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Berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa atas 
kedudukannya telah memerintahkan Sudharmono, A.Md.untuk membuat 
surat perintah membayar yang kemudian ditandatangani oleh M Yamin 
Salam sebagai Penguji dan Penandatangan SPM tersebut. 
Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kepres No. 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dan UU No.1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Terdakwa selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku pengguna barang dan jasa 
mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 
1. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan 
yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan 
dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau 
melengkapi kekurangan pekerjaan yang disyaratkan dalam kontrak; 
2. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan setelah seluruh hasil 
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; 
3. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, 
fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang yang 
dilaksanakan; 
4. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum 
barang dan/atau jasa diterima. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat  
bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan pengeluaran Surat 
Perintah Membayar pada tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh 
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Sudharmono,A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Proyek dan 
ditandatangani oleh M.Yamin Salam selaku penguji dan penandatangan 
SPM tersebut telah bertentangan dengan peraturan tentang 
Perbendaharaan Negara. 
Pembuatan SPM yang berujung pada pengeluaran dana 100% 
(seratus persen) dari proyek tersebut sedangkan pekerjaan proyek belum 
mencapai 100% (seratus persen) bahkan belum selesai hingga sekarang 
merupakan suatu bentuk kesalahan, dimana dalam hal ini Terdakwa 
sebagai Penanggungjawab Proyek sekaligus sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen tidak selayaknya memerintahkan untuk mengeluarkan SPM 
tersebut. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. 
d). Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara” 
Yang dimaksud keuangan negara dalam hal ini adalah 
sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 
yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan 
atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan 
negara dan segala  hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam 
penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga 
negara baik di tingkat pusat maupun daerah ataupun Badan Usaha Milik 
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Negara/Badan Usaha Milik Daerah,yayasan, badan hukum dan 
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian 
dengan negara. 
Proyek pembangunan gedung Pengadilan Negeri Makassar 
memiliki anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) 
yang bersal dari APBN yang dituangkan dalam DIPA No. 0562.0/005-
01.0/XX/V/2007 yang dikerjakan oleh PT. Murni Palesu Putra sebagai 
pelaksana proyek dan Terdakwa selaku Penanggungjawab 
Kegiatan/Pembuat Komitmen. 
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No.18-Mks/2123/UM/XII/2007 
tanggal 31 Desember yang dibuat oleh Sudaharmono,A.Md. dan 
ditandatangani Terdakwa sebagai Penanggungjawab Kegiatan yang 
menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah selesai 100%. Selanjutnya 
Penilaian/bobot pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 
Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan dengan surat No. 
641/2109/TABALING tanggal 15 Juli 2008 menyatakan bahwa kemajuan 
bobot hanya mencapai 76,1346% atau senilai Rp. 6.412.758.734,- (enam 
milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh 
ratus tiga puluh empat rupiah) atau senilai Rp. 5.829.780.667,- (tidak 
termasuk PPN) dengan demikian terdapat pembayaran melebihi prestasi 
kemajuan pekerjaan sebesar Rp. 1.699.815.668,- ( satu milyar enam ratus 
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus 
enam puluh delapan rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut 
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adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi. 
Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan 
kerugian Negara sebesar Rp.1.699.815.668,- ( satu milyar enam ratus 
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus 
enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian 
negara oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Perwakilan Propinsi Sulsel. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur  “dapat 
merugikan keuangan Negara atau perkeonomian Negara” telah terpenuhi. 
e).  Unsur “mereka yang melakukan dan yang turut melakukan perbuatan” 
Dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIDANA: 
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan perbuatan; 
Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Ir. M.Iqbal 
Lewa membuat dan menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan 
yang sejak awal dalam pelaksanaan proyek telah memalsukan tanda 
tangan Direktris PT. Murni Palesu Putra, dan dalam berita acara tersebut 
disebutkan bahwa pembangunan telah mencapai 100% (seratus persen) 
padahal pembangunan tersebut belum mencapai sedemikian yang 
megakibatkan pembayaran melebihi prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 
Rp. 1.699.815.668,- ( satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta 
delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) 
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sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum 
yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi 
yaitu Ir. M. Iqbal Lewa selaku Kontraktor Pelaksana atas nama PT. Murni 
Palesu Putra. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur “mereka yang 
melakukan dan yang turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi. 
 
 
Hal-hal yang memberatkan: 
1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah dalam 
pemberantasan korupsi; 
2. Perbuatan Terdakwa tercela karena Terdakwa sebagai Pegawai 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesan yang 
buruk terhadap lembaga peradilan di Indonesia; 
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan program 
Mahkamah Agung mewujudkan Peradilan yang modern. 
Hal-hal yang meringankan: 
1. Bahwa Terdakwa berperilaku sopan di persidangan; 
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 
4. Perkara Nomor 1035/Pid.B/2008/PN.Mks 
No.Perkara  : 1035/Pid.B/2008/PN.Mks 
Terdakwa  : Sudharmono, A.Md. 
Majelis Hakim  : -  H. Syarifuddin Umar, S.H. 
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- H. Yulman,S.H., M.H. 
- I Gede Suarsana, S.H. 
Penuntut Umum : Imran Yusuf ,S.H. 
Putusan  : - Menyatakan terdakwa terbukti secarasah 
dan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi 
- Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 
(satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) 
- Menetapkan apabila denda tidak 
dibayaroleh terdakwa, diganti dengan 
kurungan selama 2 (dua) bulan. 
Keterangan : Korupsi pembangunan gedung kantor 
Pengadilan Negeri Makassar 
Kasus Posisi : 
- Terdakwa Sudharmono,A.Md. adalah bendahara pengeluaran 
bersama-sama Drs. Haris Arifuddin,S.H.  sebagai penanggungjawab 
kegiatan/pembuat komitmen, M.Yamin Salam sebagai penguji dan 
penandatangan Surat Perintah Membayar yang ditunjuk berdasarkan 
Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar No. 
PU.18-Mks/305/KU/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 dan Ir.M.Iqbal 
Lewa atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai kontraktor pelaksana 
pembangunan kantor Pengadilan Negeri Makassar. 
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- Pada Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengadilan Negeri Makassar 
memperoleh anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung kantor 
Pengadilan Negeri Makassar sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan 
milyar rupiah) bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA No. 
0562.0/005-01.0/XX/V/2007 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2007. 
Setelah melalui proses lelang terbuka melalui surat kabar Media 
Indonesia tanggal 19 Juni 2007, kemudian dari hasil evaluasi 
penawaran yang dilakukan ditetapkanlah PT. Murni Palesu Putra 
sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp. 7.682.923.000,- 
(tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua 
puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 
hari kalender terhitung sejak Tanggal 17 Juli 2007; 
- Pelaksanaan pembangunan gedung baru mencapai bobot pekerjaan 
86,78% pada tanggal 14 Desember 2007. Selanjutnya Terdakwa 
sebagai penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen 
menyampaikan kepada Sudharmono,A.Md. sebagai bendahara 
pengeluaran agar segera mengajukan pembayaran termin V 
(pembayaran terakhir)  pembangunan gedung kantor Pengadilan 
Negeri Makassar . Selanjutnya Sudharmono,A.Md. memproses 
pencairan pembayaran dengan membuat Ringkasan/Resume Kontrak 
dengan laporan kemajuan pekerjaan 95% dan retensi 5%, Surat 
Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) senilai Rp. 
1.113.510.420,- (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus sepuluh 
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ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan Surat Perintah Membayar 
senilai Rp. 1.113.510.420,- (satu milyar seratus tiga belas juta lima 
ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh rupiah); 
- Pada Tanggal 31 Desember 2007 Terdakwa membuat Berita Acara 
Kemajuan Pekerjaan No.18-Mks/2123/UM/XII/2007 tanggal 31 
Desember yang ditandatangani Drs. Haris Arufuddin, S.H. sebagai 
penanggungjawab kegiatan yang menyatakan bahwa prestasi 
pekerjaan telah selesai 100%; 
- Penilaian/bobot pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 
Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan dengan surat No. 
641/2109/TABALING tanggal 15 Juli 2008 menyatakan bahwa 
kemajuan bobot hanya mencapai 76,1346% atau senilai Rp. 
6.412.758.734,- (enam milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus 
lima puluh delapan ribu jutuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau 
senilai Rp. 5.829.780.667,- (tidak termasuk PPN) dengan demikian 
terdapat pembayaran melebihi prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 
Rp. 1.699.815.668,- ( satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan 
juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan 
rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan 
melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang 




Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuanUU 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu : 
Pasal 21 
Ayat 1 
Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan 
sebelum barang dan/jasa diterima 
Ayat 3 
Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang 
persediaan yang dikelolanya setelah: 
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa anggaran; 
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 
perintah pembayaran; 
c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah 
dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) 
KUHPIDANA dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Setiap orang; 
2. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi; 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. 
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang 
turut serta melakukan perbuatan. 
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Majelis hakim mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur 
tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah 
diuraikan diatas yakni sebagai berikut : 
a). Unsur “ setiap orang” 
Subjek pelaku dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU 
Tindak Pidana Korupsi adalah ditujukan kepada setiap orang tidak 
termasuk kepada korporasi dan tidak terbatas kepada orang yang 
berkualitas sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
Terdakwa Sudharmono, A.Md. adalah subjek hukum yang 
dimaksud, sebagai bendahara pengeluaran dalam proyek pembangunan 
gedung Pengadilan Negeri Makassar dan secara nyata baik secara fisik 
dan psikis memiliki kemampuan untuk dapat menggunakan akal 
pikirannya dan menentukan kehendaknya. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka 
unsur “setiap orang” dianggap telah terpenuhi. 
b). Unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi” 
Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa memberitahukan Drs. 
Haris Arifuddin, S.H. tentang syarat dari KPPN bahwa apabila pekerjaan 
tidak selesai 100% (seratus persen), pihak KPPN dapat mencairkan bank 
garansi senilai pembayaran termin terakhir, maka Drs Haris Arifuddin, S.H. 
memberitahukan Terdakwa agar Terdakwa bersama-sama dengan Ir. 
M.Iqbal Lewa  mengadakan pertemuan di rumah Drs. Haris Arifuddin, S.H. 
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membahas pembuatan berita acara kemajuan pekerjaan dengan prestasi 
100% (seratus persen). Yang kemudian mengakibatkan pembayaran 
melebihi prestasi kemajuan pekerjaan sebesar Rp. 1.699.815.668,- ( satu 
milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas 
ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga perbuatan 
terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu Ir. Iqbal Lewa 
atas nama PT. Murni Palesu Putra. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “ dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah 
terpenuhi. 
c). Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan” 
Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran dalam proyek 
pembangunan kantor Pengadilan Negeri Makassar telah membuat berita 
acara kemajuan pekerjaan dengan prestasi 100% (seratus persen) untuk 
pembayaran pelaksana pekerjaan termin terakhir sebagai hasil 
pertemuannya dengan Drs. Haris Arifuddin, S.H. dan Ir. M. Iqbal Lewa di 
rumah Drs. Haris Arifuddin, S.H. padahal diketahui oleh terdakwa bahwa 
secara fisik pembangunan proyek yang dilaksanakan oleh PT. Murni 
Palesu Putra belum mencapai prestasi 100% (seratus persen) namun 




Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi 
d). Unsur “dapat merugikan keuangan Negara” 
Proyek pembangunan gedung Pengadilan Negeri Makassar 
memiliki anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) 
yang bersal dari APBN yang dituangkan dalam DIPA No. 0562.0/005-
01.0/XX/V/2007 yang dikerjakan oleh PT. Murni Palesu Putra sebagai 
pelaksana proyek dan Terdakwa selaku Penanggungjawab 
Kegiatan/Pembuat Komitmen. 
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No.18-Mks/2123/UM/XII/2007 
tanggal 31 Desember yang dibuat oleh Sudaharmono,A.Md. dan 
ditandatangani Terdakwa sebagai Penanggungjawab Kegiatan yang 
menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah selesai 100%. Selanjutnya 
Penilaian/bobot pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 
Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan dengan surat No. 
641/2109/TABALING tanggal 15 Juli 2008 menyatakan bahwa kemajuan 
bobot hanya mencapai 76,1346% atau senilai Rp. 6.412.758.734,- (enam 
milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh 
ratus tiga puluh empat rupiah) atau senilai Rp. 5.829.780.667,- (tidak 
termasuk PPN) dengan demikian terdapat pembayaran melebihi prestasi 
kemajuan pekerjaan sebesar Rp. 1.699.815.668,- ( satu milyar enam ratus 
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus 
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enam puluh delapan rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut 
adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi. 
Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan 
kerugian Negara sebesar Rp.1.699.815.668,- ( satu milyar enam ratus 
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus 
enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian 
negara oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Perwakilan Propinsi Sulsel. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur  “dapat 
merugikan keuangan Negara atau perkeonomian Negara” telah terpenuhi. 
e). Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan” 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 
bermula adanya pertemuan antara Terdakwa, Drs. Haris Arifuddin, S.H. 
dan Ir. M. Iqbal Lewa yang dilakukan di rumah Drs. Haris Arifuddin, S.H. 
disepakati ketiganya bahwa Terdakwa dimintakan membuat berita acara 
kemajuan pekerjaan dengan prestasi 100% (seratus persen) berdasarkan 
berita acara No.18-Mks/2123/UM/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 
sehingga berdasarkan berita acara tersebut KPPN tidak mengajukan klaim 
terhadap Bank Garansi karena KPPN telah menerima berita acara 
kemajuan pekerjaan dari Terdakwa dengan anggapan pekerjaan 
pembangunan telah selesai 100% (seratus persen) padahal diketahi 
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Terdakwa bahwa secara fisik pembangunan gedung Pengadilan Negeri 
Makassar belum selesai 100% (seratus persen). 
Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 
perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum. 
 
 
Hal-hal yang memberatkan: 
1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah dalam 
pemberantasan korupsi; 
2. Perbuatan Terdakwa tercela karena Terdakwa sebagai Pegawai 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesan yang buruk 
terhadap lembaga peradilan di Indonesia; 
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan wibawa pemerintah serta 
melukai semangat masyarakat dalam memberantas korupsi; 
Hal-hal yang meringankan: 
1. Terdakwa berperilaku sopan di persidangan; 
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan seorang 
anak. 
b.  Indikasi Disparitas Pidana 
Disparitas pidana tampak dari perbedaan kuantitas  
pemidanaan untuk perkara yang unsur-unsur dan tingkat keseriusannya 
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dapat diperbandingkan. Dalam hal ini penulis mengelompokkan 2 
perbandingan perkara yakni perkaraNomor 554/Pid.B/2008/PN.Mks 
dengan terdakwa Syahrir bin Madjid dalam kasus korupsi DISPENDA 
Sulsel tahun 2005 diperbandingkan dengan perkara Nomor 
960/Pid.B/2008/PN.Mks dengan terdakwa Drs. H. Muhammad Sabila bin 
Mangambe dalam kasus korupsi APBD Palopo tahun 2004. Dan perkara 
Nomor 1034/Pid.B/2008/PN.Mks dengan terdakwaDrs. Haris Arifuddin 
dalam kasus korupsi pembangunan gedung Pengadilan Negeri Makassar 
diperbandingkan dengan perkara Nomor 1035/Pid.B/2008/PN.Mks dengan 
terdakwa Sudharmono,A.Md. dalam kasus korupsi yang sama. 
1. Indikasi disparitas pidana dalam perbandingan perkara Nomor 
554/Pid.B/2008/PN.Mks dengan perkara Nomor 
960/Pid.B/2008/PN.Mks. 
Dalam perbandingan ini, kedua perkara dianggap telah 
memenuhi unsur-unsur Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah 
dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Pasal3 : 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
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Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inidi 
dalamnya terkandung unsur-unsur:   
- Setiap orang 
- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi;  
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan;  
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.  
Unsur yang pertama adalah setiap orang dalam hal ini yang 
dimaksud adalah terdakwaSyahrir bin Madjid dan terdakwa Drs. H. 
Muhammad Sabila bin Mangambe. 
Unsur yang kedua yakni dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sudah dijelaskan diatas 
dimana pengertiannya berkaitan dengan unsur memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi dan mendatangkan keuntungan.  
Unsur yang ketiga adalah menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan.Pengertian pejabat diatur dalam Pasat 92 KUHPIDANA 
yang menentukan: 
a. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum;  
b. Orang-orang yang bukan karena pilhan menjadi anggota badan 
pembuat UU, badan pemerintahan atau badan perwakilan 
rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama 
pemerintah;  
c. Semua anggota waterschtap;  
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d. Sernua kepala rakyat Bumiputera dan kepala golongan Timur 
Asing yang menjalankan kekuasaan yang syah;  
e. Hakim, termasuk pula Hakim wasit, serta orang-orang yang 
menjalankan peradilan administratif atau ketua-ketua dan 
anggota peradilan agama;  
f. Semua anggota angkatan perang. 
Unsur yang keempat yakni dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara.Mengenai perekonomian negara diatur 
dalam Pasal33 ayat (1) UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagai berikut: 
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional. 
Keuangan negara adalah sebagaimana yang dimaksud 
Penjelasan Umum UU Tindak Pidana Korupsi . 
Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk 
apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk 
didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan 
kewajiban yang timbul karena:  
a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat 
pusat maupun di daerah;  
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara! Badan Usaha 
Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang 
menyertakan modal negara, atau, perusahaan yang 
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian 
dengan negara.  
Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah 
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama 
berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat 
secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik 
di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan 
memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada 
seluruh kehidupan rakyat. 
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Disparitas pidana tampak apabila diperbandingkan kuantitas 
pidana yang dijatuhkannya. Dalam perkara Nomor 
554/Pid.B/2008/PN.Mks dengan Terdakwa Syahrir bin Madjid, jumlah 
pidana yang dijatuhkan majelis hakim adalah : 
- Pidana Penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan 
- Pidana denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 
subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 
Sedangkan dalam perkara Nomor 960/Pid.B/2008/PN.Mks 
dengan terdakwa Drs. H. Muhammad Sabila bin Mangambe, jumlah 
pidana yang dijatuhkan majelis hakim adalah : 
- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
- Pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima 
jutarupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 
Hal lain yang menjadi dasar pembeda adalah jumlah kerugian 
negara yang ditimbulkannya. Dalam perkara korupsi Nomor 
554/Pid.B/2008/PN.Mks dengan Terdakwa Syahrir bin Madjid jumlah 
kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 950.972.928,- 
(Sembilan Ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu 
sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) ,sedangkan dalam perkara 
korupsi Nomor 960/Pid.B/2008/PN.Mks dengan terdakwa Drs. H. 
Muhammad Sabila bin Mangambe jumlah kerugian negara yang 




Menurut  teori  absolut/retributif tentang tujuan pemidanaan,  
pidana  adalah  suatu  hal  yang  mutlak  harus  dijatuhkan terhadap  
adanya  suatu  kejahatan. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  
(1984:10) berpendapat bahwa “pidana merupakan akibat mutlak yang 
harus ada sebagai suatu pembalasan kepada  orang  yang  melakukan  
kejahatan.  Jadi  dasar  pembenaran  dari  pidana terletak pada 
adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.Hal ini senada dengan 
yang  disampaikan  oleh  Andi  Hamzah (1993:26) bahwa “pidana  
adalah  hal  yang mutlak diberikan  sebagai  pembalasan  terhadap  
suatu  kejahatan”.Teori  ini  menganggap bahwa  hukuman  yang  
diberikan  kepada  sipelaku  tindak  pidana  menjadi  suatupembalasan 
yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya. 
Berdasarkan teori tersebut diatas, jumlah pemidanaan haruslah 
bergantung pada jumlah kerusakan/kerugian yang ditimbulkannya. 
Dalam hal ini jumlah pidana yang dijatuhkan dalam perkara korupsi 
Nomor 554/Pid.B/2008/PN.Mks dengan Terdakwa Syahrir bin Madjid 
haruslah lebih kecil dari ini jumlah pidana yang dijatuhkan Nomor 
960/Pid.B/2008/PN.Mks dengan terdakwa Drs. H. Muhammad Sabila 
bin Mangambe karena jumlah kerugian negara yang ditimbulkannya 
lebih kecil. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. 
2. Indikasi disparitas pidana dalam perbandingan perkara Nomor 




Dalam perbandingan ini, perbuatan kedua Terdakwa dianggap 
memenuhi rumusanPasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah 
dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 
55 Ayat (1) KUHPIDANA.dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
- Setiap orang; 
- Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi; 
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. 
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara; 
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang 
turut serta melakukan perbuatan. 
Unsur “setiap orang” menunjukkan kepada subjek hukum 
perseorangan, suatu kelompok atau korporasi. Selaku subjek hukum 
penyandang hak dan kewajiban yang mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dalam hal 




Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi seperti yang disebutkan dalam penjelasan UU No. 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi : 
Pasal 2 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini 
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun 
dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur 
dalam peraturan  perundang-undangan. Namun apabila perbuatan 
tersebutdianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan 
atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.Maka 
perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata 
"dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian 
negara"   menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan 
delik formil,   yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan 
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan 
bukan dengan timbulnya akibat. 
Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan.Maksud 
unsur  ini yaitu bahwa sifat secara melawan hukumnya terdapat pada 
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada karena 
jabatan atau kedudukan yang dimiliki pelaku. Mengenai jabatan dan 
kedudukan diatur dalam Pasat 92 KUHPIDANA seperti yang dijelaskan 
sebelumnya. 
Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara.Keuangan negara adalah sebagaimana yang dimaksud 
Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang 
PemberantasanTindak Pidana Korupsi: 
Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam 
bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, 
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termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan 
segala hak dan kewajiban yang timbul karena:  
a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di 
tingkat pusat maupun di daerah;  
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan 
perusahaan yang menyertakan modal negara, atau, 
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga 
berdasarkan perjanjian dengan negara.  
Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian 
Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha 
masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan 
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan 
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat..” 
Adapun mengenai unsur mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan 
adalah rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHPIDANA : 
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan perbuatan; 
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan. 
Menurut penulis ,perbuatan kedua terdakwa yakni Drs. Haris 
Arifuddin dan Sudharmono,A.Md. digolongkan sebagai turut serta 
melakukan perbuatan (medepleger) karena ada indikasi kedua 
terdakwa bersama dengan Ir. M. Iqbal Lewa melakukan persekutuan 
bersama-sama hingga terwujud tindak pidana korupsi. Hal tersebut 
nampak dari pertemuan mereka bertiga di rumah Drs. Haris Arifuddin, 
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S.H. membahas pembuatan berita acara kemajuan pekerjaan dengan 
prestasi 100% (seratus persen). Yang kemudian mengakibatkan 
pembayaran melebihi prestasi kemajuan pekerjaan sebesar Rp. 
1.699.815.668,- ( satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta 
delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). 
Menurut Teguh Prasetyo (2010:138), syarat adanya medepleger 
antara lain: 
a. ada kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara 
sengaja untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang 
dilarang UU. 
b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik yang 
menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. 
Medepleger adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut 
mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-
masing peserta tindak pidana adalah sama. 
Jumlah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Drs. Haris 
Arifuddin adalah pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda 
sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 
(empat) bulan kurungan, sedangkan untuk terdakwa 
Sudharmono,A.Md.adalah Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 
denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 
(dua) bulan kurungan. Jumlah kerugian negara yang timbul akibat 
perbuatan kedua terdakwa adalah sebesar Rp. 1.699.815.668,- ( satu 
milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima 
belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). 
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B. Faktor-Faktor   Penyebab DisparitasPidana Dalam Perkara Tindak 
Pidana Korupsi 
Penjatuhan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim 
terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur 
hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat 
menentukan.Namun perbedaan penjatuhan sanksi pidana untuk tindak 
pidana sejenis sehingga menimbulkan disparitas tidaklah cukup bila 
dipandang hanya dari sisi hakim saja.Penulis kemudian membagi 3 (tiga) 
unsur penyebab disparitas pidana berdasarkan sumbernya. 
1. Sistem Hukum Dan Falsafah Pemidanaan 
Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu faktor yang dapat 
menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya 
pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.Sudarto 
(1986:9) mengatakan bahwa “Pedoman pemberian pidana akan 
memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah 
terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya.Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang 
bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku 
tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut 
penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa 
pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.”Pendapat 
Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi(2005:52), karena masalahnya 
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bukan menghilangkan disparitas secara mutlak,tetapi disparitas 
tersebut harus rasional. 
Tidak adanya pedoman pemberian pidana menyebabkan 
hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara 
pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi 
dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi 
pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa 
hakimboleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa 
ukuran tertentu.Dengan adanya pedoman pemidanaan maka hakim 
dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat 
menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-
rambu yang bersifat yuridis, moral justice dan sosial justice.Konkritnya, 
konsekuensi logis aspek ini maka putusan hakim atau putusan 
pengadilan diharapkan lebih mendekatkan diri pada keadilan yang 
mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, 
kenyataannya di Indonesia tidak  ada pedoman pemidanaan yang 
dapat sebagai barometer dan katalisator bagi hakim. 
Sudarto(1986:40) menyatakan sebagai berikut:  
 
KUHPIDANA tidak memuat pedoman pemberian pidana 
(straftoemetingsleiddraad), yang umum ialah suatu pedoman 
yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat 
asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam 
menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana 
(straftoemetingsregels). 
Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, 
maka didalam konsep rancangan KUHPIDANA yang baru buku I 
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Tahun 1982(Muladi-Barda Nawawi Arif, 2005:68), pedoman pemberian 
pidana itu diperinci sebagai berikut: 
Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:  
1. Kesalahan pembuat   
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana   
3. Cara melakukan tindak pidana   
4. Sikap batin pembuat   
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat   
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana   
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat   
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
dilakukan. 
Dalam UUTindak Pidana Korupsi, ketentuan pidananya 
mengatur tentang batas hukuman minimum dan batas hukuman 
maksimumnya. Bukan dengan patokan/pedoman tentang pola 
pemidanaan sehingga potensi terjadinya disparitas adalah hal yang 
tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, hal tersebut dapat terlihat dalam 
bunyi pasalnya,  
Pasal3 : 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
Seperti yang tampak pada pasal 3 diatas, Sistem pemidanaan 
pada tindak pidana korupsi menetapkan batas ancaman minimum 
khusus dan maksimum khusus, serta bersifat kumulatif alternatif.Baik 
mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak 
menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana 
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maksimum umum dan minimum umum seperti dalam 
KUHPIDANA.Maksimum   khusus   pidana   penjara   yang   
diancamkan   jauh melebihi maksimum umum dalam KUHPIDANA (15 
tahun), yakni paling tinggi sampai 20 tahun. Dalam KUHPIDANAhanya 
boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 
15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal apabila 
terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah 
sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatifdari pidana 
mati (misal Pasal 104, 340, 365 ayat 4 KUHPIDANA) .Sistem 
pemidanaanseperti ini membuka peluang terjadinya disparitas pidana 
karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, 
sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang 
menurutnya tepat. 
Barda Nawawi Arief (2002:128) menyatakan bahwa “sistem 
pidana minimum khusus  merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk 
delik-delik tertentu yang   dipandang   sangat   merugikan,   
membahayakan   atau   meresahkan masyarakat   dan   delik-delik   
yang   dikualifikasir   oleh   akibatnya (Erfolsqualifizierte   delikte)  
sebagai   ukuran   kuantitatif   yang   dapat dijadikan patokan bahwa 
delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun 
yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah 
yang digolongkan sangat berat.” 
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Salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap terjadinya 
disparitas pidana adalah asas peradilan yang berlaku di Indonesia 
bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai 
perkara sejenis atau perkara serupa yang dihadapinya.Sistem hukum 
Indonesia sebagai pewaris sistem hukum kontinental atau  civil law 
systemtidak menganut doktrin stare decisis atau the binding force of 
precedent. Mengenai asas preseden yang mengikat ini Lilik Mulyadi 
(2011) menyatakan : 
Terpulang  kepada  Hakim  yang  bersangkutan,  apakah akan  
memutus  sesuai  yurisprudensi  ataukah  tidak  karena  secara  
normatif, teoretis,  doktrin  dan  praktik  peradilan  jurisprudensi  di  
Indonesia  tidak  bersifat sebagai  “the  binding  force  of  
precedent” akan  tetapi relatif  bersifat  sebagai “pressuasieve of 
precedent. 
Menurut Sudikno Mertokusumo (1993:65) : 
Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti 
bahwa hakim  terikat  pada  putusan  mengenai  perkara  yang  
sejenis  yang  pernah diputuskan.  Suatu  putusan  itu  hanyalah  
mengikat  para  pihak  (Pasal  1917 BW). Lain halnya dengan di 
sementara Negara yang menganut asas “the binding force or 
precedent” atau stare  decisis, maka  putusan  pengadilan tidak  
hanya  mengikat  para  pihak,  tetapi  juga  hakim.  Di  Indonesia  
pada asasnya tidak dikenal asas “the binding force or precedent” 
(ps.1917 BW). 
Asas the binding force of precedent (kekuatan mengikat dari 
preseden atau putusan sebelumnya mengenai kasus yang sejenis) 
atau dikenal juga dengan asas “stare decisis et quieta non 
movere”pada common law system memiliki peran yang penting karena 
hakim tunduk pada keputusan-keputusan hakim terdahulu mengenai 
kasus yang sejenis. Jika ada kasus yang sama maka untuk membuat 
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keputusan, hakim harus melihat keputusan kasus sebelumnya dan 
kemudian menjatuhkan hukuman. Keputusan hakim terdahulu itu 
menjadi dasar bagi hakim untuk memberi putusan. 
Hal lain yang secara tidak langsung dapat menjadi faktor 
penyebab disparitas pidana adalah berbagai teori pemidanaan yang 
telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. Namun 
satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori 
pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan 
dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang 
terjadi di Indonesia. Teori retributive, merumuskan tujuan pemidanaan  
sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap 
orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya.Jadi, 
menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi 
ambisi pembalasan. 
Sementara itu Teori Relatif (utilitarian atau doeltheorieen) 
memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. 
Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan 
menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun 
ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak 
melakukan perbuatan serupa.  
Sedangkan menurut pandangan teori gabungan selain 
dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang 
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telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui 
suatu pembalasan yang adil.. 
Selain itu juga muncul teori yang dikemukakan oleh Muladi 
(2004:53) yang disebut Teori Pemidanaan Integrative (Kemanusiaan 
dalam Sistem Pancasila). Asumsi dasar teori ini adalah, bahwa tindak 
pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan 
dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan 
kerusakan individual dan sosial ( individual and social damages ). 
Dengan demikian menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah 
memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh 
tindak pidana. 
Berbagai macam teori tersebut secara filosofis mempengaruhi 
kuantitas pidana yang dijatuhkan. Seorang hakim yang cenderung ke 
suatu teori akan mempertimbangkan teori tersebut dalam penjatuhan 
keputusan pidananya. 
2. Disparitas Pidana Yang Bersumber Dari Hakim 
Kekuasaan  kehakiman merupakan salah satu faktor eksternal 
dari hakim yang menjadi penyebab disparitas pidana. Kedudukan 
kehakiman sebagai profesi luhur (officium nobile) adalah kuat dan 
memiliki kewenangan tersendiri tanpa ada intervensi dari kekuasaan 
yang lainnya . Kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman 




Pasal 24  
1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan.  
2) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Ketentuan tentang kedudukan kehakiman juga ditentukan dalam 
UUNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni: 
Pasal 1  
Dalam UU ini yang dimaksud dengan:  
1. Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang 
merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan  
UU  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  demi  
terselenggaranya  Negara  Hukum Republik Indonesia. 
Karena kedudukan dan kemandirian kehakiman itulah setiap 
hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan 
hukum agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat.Hakim dalam kebebasan dan kemandiriannya 
menafsirkan hukum kemudian berada pada posisi sentral dalam 
penentuan hukum dengan segala keterbatasan dan kelemahannya 
sebagai manusia biasa.Keyakinan hakim yang kemudian dalam hukum 
pidana dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah salah satu celah 
yang menjadi penyebab disparitas pidana. 
Menurut Oemar Seno Adji (1984:12), “sebagai seorang hakim 
dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi olehbeberapa 
hal, sepertipengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, 
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norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya 
perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal 
tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang 
sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan 
putusan.” 
Dalam kondisinya sebagai manusia biasa, hakim akan 
berhadapan dengan keadaan yang dapat  mengintervensi  kebebasan  
dan  kemandiriannya,baik  yang  bersifat  internal  (diri pribadi hakim 
sendiri), misalnyausia, pengalaman, gender, sifat dan kepribadian, 
intelektualitas,rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, 
keinginan, kepentingan, popularitas, dan lain-lain; Ataupun yang 
berupa  kondisi  yang  berasal  dari  luar  diri  hakim,  misalnya:  
persaudaraan,  pertemanan, penyuapan, pengarahan, tekanan, 
tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis, dan lain-
lain. Jadi , faktor  internal  berkaitan  dengan  kualitas  sumber  daya  
hakim  itu  sendiri,  yang dapat  bermula  dari  cara  rekruitmennya  
yang  tidak  objektif,  integritas  moral  kurang dan  tingkat  
pendidikan/keahlian.  Sedangkan  faktor  eksternal  adalah  faktor  
yang datangnya dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan 
sistem peradilan atausistem penegakan hukum yang kurang 
mendorong kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan  karena  
masalah  instumen  hukumnya  (perundang-undangan),  adanya 
intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, 
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sarana dan prasarana sistem  birokrasi/pemerintahannya, dan lain-lain 
(Surjono Sukanto, 2004:8).  
Mengenai integritas dan kepribadian hakim sebagai faktor 
penyebab disparitassebagaimana yang  dikemukakan  Lopa (Lopa, 
1987:3),  integritas dan moral terpuji ternyata merupakan unsur yang 
sangat langka pada dewasa ini, tidak terkecuali juga para aparatur di 
pengadilan termasuk para hakim. Akibat merosotnya  komitmen moral 
terhadap cita-cita profesi yang dapat diamati dari makin 
melembaganya penyelewengan cita-cita profesi, baik melalui praktik 
dagang hukum, suap menyuap, maupun kolusi. 
Sudah menjadi rahasia umum bahwa  putusan hakim bisa diatur  
(dikompromikan) sesuai permintaan pihak yang  berperkara  
dengan  kompensasi  sejumlah  uang.  Tolok  ukur  uang 
kompensasi tergantung kepada bobot kasus (nilai uangnya) dan 
berat ringannya putusan yang diharapkan. Semakin tinggi bobot 
perkara,  semakin tinggi pula kompensasinya, dan semakin ringan 
vonis yang dimintakan, semakin besar pula uang balas jasanya, 
begitu pula sebaliknya.” 
Eman  Suparman (2010) dalam penelitiannya tentang integritas 
hakim, menyatakan temuan yang mengindikasikan bahwa korupsi, 
kolusi dan nepotisme juga telah melibatkan hakim maupun aparat 
pengadilan yang lainnya. Tidaklah merupakan insinuasi bila  dikatakan  
bahwa  korupsi, kolusi dan nepotisme  sebenarnya  telah  lama  
berlangsung  di lembaga pengadilan pada setiap tingkatan dan 
pelakunya adalah para hakim maupun aparat penegak hukum lainnya 
yang sebenarnya mereka bertugas untuk mengadili dan menjatuhkan 
pidana kepada para pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme itu sendiri. 
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Sedangkan menurut Muladi(Muladi, Barda Nawawi Arief, 
1984:28), “hal-hal yang dapat menyebabkan disparitas pidana yaitu 
pribadi hakim, latar belakang sosial, agama dan sebagainya Dengan  
demikian  kemandirian dan kepribadian hakim berkorelasi positif 
dengan segalaputusan yang dikeluarkannya.” 
2. Disparitas Pidana Yang Bersumber Dari Terdakwa 
Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam 
tindak pidana korupsi juga  tidak  terlepas  dari  keadaan terdakwa. 
Riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  dan  ekonomi  terdakwa  bisa  
menjadi  pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda 
untuk perkara yang sama. Sebagai contoh, hal-hal tersebut nampak 
dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 
1034/Pid.B/2008/PN.Mks ,perkara Nomor 1035/Pid.B/2008/PN.Mks, 
perkara Nomor 554/Pid.B/2008/PN.Mks dan perkara Nomor 
960/Pid.B/2008/PN.Mks. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah 
pertimbangan hakim terhadap diri terdakwa. 
Dalam keempat perkara tersebut, pertimbangan-
pertimbangannya adalah: 
a. Pertimbangan yang memberatkan: 
1. Perbuatan terdakwa dilakukan disaat Pemerintah dan 
Masyarakat sedang giat-giatnya memberantas korupsi; 
2. Terdakwa selaku seorang Pegawai Negeri diharapkan menjadi 
teladan bagi orang lain. 
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3. Terdakwa tidak mempunyai ketegasan dalam bersikap pada 
yang dipangkunya; 
4. Terdakwa seharusnya lebih memahami tugas dan 
wewenangnya; 
5. Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah 
dalam pemberantasan korupsi; 
6. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan program 
Mahkamah Agung mewujudkan Peradilan yang modern. 
7. Perbuatan Terdakwa tercela karena Terdakwa sebagai Pegawai 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesan yang 
buruk terhadap lembaga peradilan di Indonesia; 
8. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan wibawa pemerintah 
serta melukai semangat masyarakat dalam memberantas 
korupsi. 
b. Pertimbangan yang meringankan: 
1. Terdakwa berterus terang dan memperlancar proses 
persidangan; 
2. Terdakwa mempunyai keluarga (isteri) yang sakit-sakitan; 
3. Semua uang telah dikembalikan ke kas daerah. 
4. Bahwa Terdakwa berperilaku sopan di persidangan; 
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 
6. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 
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7. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan 
seorang anak. 
Selain hal tersebut diatas, secara umum dalam menjatuhkan 
hukuman kepada terdakwa, hakim  mempertimbangkan segi sosiologis 
yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan 
tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan 
perikemanusiaan. Pertimbangan tersebut antara lain: 
a. Faktor yang memperberat : 
1. Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan; 
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; 
3. Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam 
menjalani persidangan; 
4. Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang 
baik; 
5. Tidak menyesali perbuatannya; 
6. Merugikan negara yang dalam keadaan yang sedang krisis 
keuangan; 
7. Menentang program kebijaksanaan pemerintah. 
b. Faktor yang meringankan : 
1. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di 
muka sidang; 
2. Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan 
3. Menyesali telah melakukan tindak pidana; 
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4. Sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan; 
5. Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya; 
6. Masih berusia relatif muda; 
7. Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang 
punggung keluarga (Bambang Tri Bawono, 2007). 
Selain itu, dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHPIDANA Tahun 
2006 juga disebutkan beberapa  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  
dalam  menjatuhkan  pidana yaitu:  
1. Kesalahan pembuat tindak pidana;  
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;   
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;  
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;  
5. Cara melakukan tindak pidana;  
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;  
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak 
pidana;   
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;  
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;  
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau;  
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 
Mengenai pertimbangan memberatkan dan meringankan, 
Makmur,S.H. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri 
Makassar melalui wawancara tanggal 19 Januari 2012 berpendapat 
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bahwa pertimbangan memberatkan dan meringankan hakim terhadap 
terdakwa adalah hal yang membuat putusan hakim jadi berbeda-beda. 
Dalam menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut 
pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal 
tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan-
meringankan dalam putusan. Sebagai contoh, bila terdakwa yang 
satu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam 
pemeriksaan persidangan maka putusannya tentu akan berbeda 
dengan terdakwa yang kooperatif dalam memberikan 
keterangannya. Selain itu, bukan hanya dari aspek jumlah kerugian 
negara yang ditimbulkan tapi unsur psikologis dan sosial juga 
menjadi pertimbangan memberatkan-meringankan. 
 
Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur 
dalam UU Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : 
Pasal 8  
1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,  atau 
dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah  
sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang menyatakan  
kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.  
2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 
Nampak jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman ini menyebut setiap hakim harus 
mempertimbangkan pula sikap dan itikad baik atau jahat dari terdakwa. 
Hal tersebut menunjukkanpentingnya pertimbangan hakim terhadap 
terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat-ringannya pidana 
yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah 
satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa 
masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang 
tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga 
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Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan mengenai disparitas 
pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam BAB IV, penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi 
juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari 
putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim 
yang berbeda untuk perkara yang sama. Indikasinya tampak dari 
perbedaan kuantitas  pemidanaan untuk perkara yang unsur-unsur dan 
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tingkat keseriusannya dapat diperbandingkan.  Selain itu, 
perbandingan jumlah kerugian negara dalam perkara tindak pidana 
korupsi yang berbanding lurus dengan jumlah pidana yang dijatuhkan 
untuk perkara tindak pidana korupsi yang serupa dapat menjadi salah 
satu indikator terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana 
korupsi. 
2. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dapat 
dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan sumbernya, yakni: 
a. Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum dan falsafah 
pemidanaan; 
b. Disparitas pidana yang bersumber dari hakim; 
c. Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa. 
B. Saran 
Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi sebisa 
mungkin  diminimalisir untuk mencegah tumbuhnya atau berkembangnya 
perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada, 
kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada 
institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 
ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Karena hal 
tersebut ,kepercayaanmasyarakat semakin lama semakin menurun pada 
peradilan, sehingga terjadi kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya 
sebagai rumah keadilan bagi mereka. Untuk itu, UU tentang tindak pidana 
korupsi harus sesegeramungkin direvisi dengan menambahkan 
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ketentuan-ketentuan mendetail tentang pola pemidanaan, kuantitas 
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Agus Iskandar, S.H. 
Nawawi Pomolango, S.H. 
 





 Menerima Keberatan Dari Terdakwa I Dan 
Penasihat Hukum terdakwa I dan II 
 Menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum 
 Memerintahkan JPU untuk mengeluarkan terdakwa 
II Alimuddin Karim dari Rumah Tahanan Negara 
Makassar 









H. Soeroso Ono,S.H., M.H. 
H.Yulman,S.H., M.H. 
H. Syarifuddin Umar, S.H. 
H. Nurdiyatmi,S.H. 
Bahtera Perangin Angin, S.H. 
 
 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pada dakwaan primair dan subsidair 
 Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair 




Dermawan Tahir, S.H. 
 











H. Syarifuddin Umar, S.H. 
H. Ali Nafiah Dalimunthe 
H. Yulman, S.H.,M.H. 








 Terbukti secara sah menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana secara bersama-sama 
melakukan korupsi.  
 Pidana Penjara Selama 4 (empat) Tahun 
 Denda sebesar Rp. 200.000.000. 
 Apabila denda tidak di bayar, maka akan digantikan 
dengan kurungan selama 1 bulan. 
 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 
2.527.500.000,- 
 Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, 
paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka 













 Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan 
yang didakwakan kepadanya, akan tetapi 
perbuatannya bukan merupakan suatu tindak 
pidana (Onslag van Recht Vervolging) 
 Melepasakan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, 




Drs. Muh. Rais R., 
M.Si. 
Ohan Burhanuddin.P.,S.H. 
H. Yulman,S.H., M.H. 
I Gede Suarsana, S.H. 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 




“Korupsi SMK”  
Hj. St. Naisjiah, S.H. 
 
Amir Syarifuddin, S.H. 
 Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- 





Nadjmayanti Ohan Burhanuddin.P.,S.H. 
H. Yulman,S.H., M.H. 






 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi secara bersama-sama 
 Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- 







1. Drs. H. Basmin 
Mattayang 
2. Drs. A Basogani, 
M.Si. 
3. Drs. Muh. Sabila 
Bin Mangambe 
H. Syarifuddin Umar, S.H. 
Eddy Risdianto ,S.H., M.H. 
Indra Cahya, S.H. 
Gosen Butar Butar, S.H. 




S. Neeltje, S.H. 
 
Godang Riadi Siregar, S.H. 
 Menyatakan terdakwa I. Drs. H. Basmin Mattayang 
dan terdakwa II. Drs. Andi Basogani, M.Si. tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair 
(Pertama) dan pada dakwaan Subsidair (kedua). 
 Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II dari 
dakwaan primair dan subsidair tersebut. 
 Menyatakan terdakwa III. Drs. Muh. Sabila bin 
Mangambe terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara 
berlanjut”. 
 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa III. Selama 1 
(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- 
(dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar 




1. Hj. Hidayat Nur 
Thalib, S.Pd., 
H. Syarifuddin Umar, S.H. 
H. Yulman,S.H., M.H. 
 Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah 






M.Si. Binti H. 
Abd. Samad 
2. Drs. Amir Daud 
bin Qurais Daud 
3. Nepson Darius 
Patanduk 
Bastem 
4. Drs. Dirman 
Arkam bin 
Kamaruddin 
5. H. Rahim Ali bin 
Ali Puang Saeni 
6. H. Abd. Latief 
Djabbar ,BA bin 
Abd. Jabbar 
7. Taslim Sabbara, 
S.H. bin Sabbara 
8. Mustamain bin 
Tjukkara 
9. Drs. Abd 
Rahman AM, 
M.Pd. 
10. Frederik Ratu 
11. Drs. H. Abdullah 
bin Sulung 





14. A. Ampanangi, 
Indra Cahya, S.H. 
Nawawi Pomolango, S.H. 
Kemal Tampubolon, S.H., 
M.H. 
 





pada dakwaan primair dan subsidair 
 Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair 
dan subsidair tersebut. 
 Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam 












1. Muslimin Ujang 
Pallira bin UP 
2. H. Anthon 
Arief,BA bin Arief 
3. H.A. Muh. Yamin 
Aras bin AM 
Aras 
4. Muhlis binTonnu 
5. Syukur Bijak bin 
Badda 
6. Asbunris Rubba 








9. Drs.Dirham MM 





E, Ph.D. bin 
Kasim 
12. M.Kasim bin 
H. Syarifuddin Umar, S.H. 
H. Yulman,S.H., M.H. 
Indra Cahya, S.H. 
Nawawi Pomolango, S.H. 







 Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pada dakwaan primair dan subsidair 
 Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair 
dan subsidair tersebut. 
 Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam 





13. Drs. Medvet 
Syahid bin M. 
Tomalaka 
14. Drs. Harun Al 







Ir. M. Iqbal Lewa H.Syarifuddin Umar,S.H. 
H. Yulman,S.H., M.H. 






 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi. 
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) 
Tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- 
(seratus lima puluh juta rupiah) 
 Menetapkan apabila denda tidak dibayaroleh 
terdakwa, diganti dengan kurungan selama 4 
(empat) bulan. 
 Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 
sebesar Rp. 1.699.815.688,- (Satu milyar enam 
ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus 
lima belas ribu enam ratus delapan puluh delapan 
rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang 
pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah 
putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya 
disita oleh jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak 
mempunyai harta benda yang cukup untuk 
membayar uang pengganti maka diganti dengan 






H. Yulman,S.H., M.H. 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 













 Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) 
Tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- 
(seratus lima puluh juta rupiah) 
 Menetapkan apabila denda tidak dibayaroleh 







Sudarmono, A.Md H.Syarifuddin Umar,S.H. 
H. Yulman,S.H., M.H. 






 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi 
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) 
 Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh 











I Gede Suarsana, S.H. 






 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi secara berlanjut 
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah) 
 Menghukum terdakwa untuk membayar uang 
pengganti sebesar Rp. 587.327.400,- (lima ratus 
depan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh 
ribu empat ratus rupiah) jika terdakwa tidak 
membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) 
bulan setelah putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka 
harta bendanya disita oleh jaksa, dan dalam hal 
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terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup 
untuk membayar uang pengganti maka diganti 










I Gede Suarsana, S.H. 
Indra Cahya,S.H., M.H. 






 Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pada dakwaan primair dan subsidair 
 Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair 
dan subsidair tersebut. 
 Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam 





“ Korupsi BNI” 













 Menerima keberatan dari penasehat hukum 







1. H.Tajang HS 










 Putusan Sela 
 Menerima keberatan dari penasihat hukum 



















 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi yang dilakukan secara 
bersama-sama 
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 8 (delapan) 
Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah) 
 Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh 








Dr. Ir. Fres Lande, 
M.Si. 
Mustari,S.H. 









 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima 
puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 
 Menghukum terdakwa untuk membayar uang 
pengganti sebesar Rp. 1.166.621.600,-  jika 
terdakwa tidak membayar uang pengganti paling 
lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap 
maka harta bendanya disita oleh jaksa, dan dalam 
hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang 
cukup untuk membayar uang pengganti maka 




Drs. H. Umar 
Usman 
Mustari,S.H. 
Lambertus Limbong, S.H. 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
















 Menjatuhkan Pidana penjara selama  (satu) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) 
 Menetapkan apabila denda tidak dibayaroleh 







Drs. H. Moh. Zain 
Katoe bin Ma’ateng 
Mustari,S.H. 





Hj. Rosmala Dewi,S.H. 
Abd. Rahman Salam,S.H. 
 
Godang Riady, S.H. 
 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi 
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) 
 Menetapkan apabila denda tidak dibayaroleh 







1. Muslimin Mukhlis 
2. Akhmad Yani 
Edy Risdianto,S.H. 
Bahtera Perangin Angin, S.H. 





Amir Syarifuddin, S.H. 
 
 Menyatakan terdakwa I dan II terbukti secara sah 
dan meyakinkan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan 
secara bersama-sama 
 Menjatuhkan Pidana penjara masing-masing 
selama 4(empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 
 Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh 











Drs. Aldin Bullen, 
S.H. 
H.A. Cakra Alam, S.H.,M.H. 
Sutoto Ap,S.H. 
Lambertus Limbong, S.H. 
 
Hj. Maryam, S.H. 
 
Suriana Supri,S.H. 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama  2 (dua) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh 
juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 
 Menghukum terdakwa untuk membayar uang 
pengganti sebesar Rp. 681.000.000,-  (enam ratus 



























Lambertus Limbong, S.H. 




















 Belum Putus 
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Amir Syarifuddin, S.H. 
 
















 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi 
 Menjatuhkan Pidana penjara selama  1 (satu) 
Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) 
 Menetapkan apabila denda tidak dibayaroleh 



















 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan 
 Menghukum terdakwa untuk membayar uang 
pengganti sebesar Rp. 1.229.704.450,-  jika 
terdakwa tidak membayar uang pengganti paling 
lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap 
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maka harta bendanya disita oleh jaksa, dan dalam 
hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang 
cukup untuk membayar uang pengganti maka 







Ir. HA. Awaluddin 
Wahid bin A. 
Abd.Wahid 
Jan Manoppo, S.H. 
R.Silalahi, S.H. 
Sutoto AP, S.H. M.H. 
 
Hj. Hamisa, S.H. 
 
M. Hidayat, S.H. 
 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi 
 Menjatuhkan Pidana penjara selama  4 (empat) 
Tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua 
puluh lima juta rupiah) 
 Menetapkan apabila denda tidak dibayaroleh 








Mustang, S.E. bin 
Makkuaseng 
Wayan Karya,S.H.,M.H. 
Lambertus Limbong, S.H. 




Joko S, S.H. 
 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi 










Jan Manoppo, S.H. 
Sutoto AP, S.H. M.H. 
R.Silalahi, S.H. 
 
Hj. Hamisa, S.H. 
 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 4(empat) 
Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima 





 Menghukum terdakwa untuk membayar uang 
pengganti sebesar Rp. 220.000.000,-  jika terdakwa 
tidak membayar uang pengganti paling lama 2 (dua) 
bulan setelah putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka 
harta bendanya disita oleh jaksa, dan dalam hal 
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup 
untuk membayar uang pengganti maka diganti 





Hj. Nursaidah Mustari,S.H. 






 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 
6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 
(tiga) bulan kurungan 
 Menghukum terdakwa untuk membayar uang 
pengganti sebesar Rp. 1.874.024.172,- jika 
terdakwa tidak membayar uang pengganti paling 
lama 2 (dua) bulan maka diganti dengan pidana 












Amir Syarifuddin, S.H. 
 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pada dakwaan primair dan subsidair 
 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan 
subsidair tersebut. 
 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, 








Drs. Sidik Salam Parlas Nababan,S.H.,M.H. 
Pudjo Hunggul H., S.H. 




Amir Syarifuddin, S.H. 
 
 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya. 
 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan 
subsidair tersebut. 
 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, 
















 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya. 
 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan 
subsidair tersebut. 
 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, 















Sawabi N., S.H. 
 





H. Abdul Kadir 
Taba 




 Belum Putus 
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A. Zulkifli Wardana 
bin Syafruddin 








 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta  rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 
 Menghukum terdakwa untuk membayar uang 
pengganti sebesar Rp. 615.250.400,- jika terdakwa 
tidak membayar uang pengganti paling lama 1 
(satu) bulan maka diganti dengan pidana kurungan 
















 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta  rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 
 Menghukum terdakwa untuk membayar uang 











 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 













 Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 














Amir Syarifuddin, S.H. 
 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 















A. Nur Haswah,S.H. 
 
Amir Syarifuddin, S.H. 
 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 















Amir Syarifuddin, S.H. 
 
 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

















 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi  
 Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta  rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 
 
 
